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SALINAN P U T U S A N
Nomor  :   01/G/2010 /PTUN- KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i  yang  memer iksa ,  memutus  

dan menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha Negara  pada t i ngka t  per tama  

dengan  acara  biasa  te l ah  menja tuhkan  putusan  te rsebu t  d ibawah  

in i ,  da lam perkara  anta ra  :

1.  YOHANIS POWATU (  Anak  kandung  Makole  Rumbia  FERDINAN BAWEA POWATU 

alm  )  Ketua  Forum  Si la t u rahmi  Kera ton  Senusanta ra  

(FSKN) ,  Lembaga  Adat  Moronene  eks .  Kera jaan  Rumbia  

(  LAMKER )  dahu lu  Kabupaten  Buton  sekarang  Kabupaten  

Bombana,  ber tempat  t i ngga l  d i  j l n .  Usaha  Tani ,  Kel .  

Toubonto ,  Kec.  Rarowatu  Kabupaten  Bombana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  SUKIRMAN,  Sekre ta r i s  Forum Si l a t u rahmi  Kera ton  Senusanta ra  (FSKN) ,  

Lembaga  Adat  Moronene  eks .  Kera jaan  Rumbia   (LAMKER)  

dahu lu  Kabupaten  Buton  sekarang  Kabupaten  Bombana,  

ber tempat  t i ngga l  d i  j l n .  Usaha  Tani ,  Kel .  Toubonto ,  

Kec.  Rarowatu  Kabupaten  Bombana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  HJ.  R.  EMY POWATU (  Is te r i  H.  Ip imp ie  )  Raja  Rumbia  V,  Anak kandung  

Makole  Rumbia  FERDINAN BAWEA POWATU alm )  Ketua  Dewan 

Penasehat  Forum  Si l a t u r ahmi  Kera ton  Senusanta ra  

(FSKN) ,   Lembaga  Adat   Moro  Nene eks .  Kera jaan  Rumbia  

(  LAMKER )  dahu lu  Kabupaten  Buton  sekarang  Kabupaten  

Bombana,  ber tempat  t i ngga l  d i  j l n .  Usaha  Tani ,  Kel .  

Toubonto ,  Kec.  Rarowatu  Kabupaten  Bombana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i   d iwak i l i   kuasanya    bernama :  LUSMAN 

BUA,  SH,  ADVOKAT/LAWYER-KONSULTAN  HUKUM-PENGACARA, 

Ber tempat  t i ngga l  dan  Berkan to r  di  Ja lan  Tera ta i  

Baypas  No.  142  B Kota  Kendar i    berdasarkan    Sura t  

Kuasa  Khusus  te r t angga l  23 Desember  2010 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 se lan ju t nya  d isebu t   Para  PENGGUGAT  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       L  A  W A  N  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

1. BUPATI  BOMBANA,   Berkedudukan    d i    J ln .    Yos    Sudarso ,    d i  

Rumbia  

 

Kabupaten  . . . . . . . .

-  2 -

Kabupaten  Bombana ;  

Dalam hal  in i   d iwak i l i  o leh  kuasanya  bernama :  

1. Nama :  TOMPO, SH,  

Jabatan  :  Kabag Hukum Setda  Kabupaten  Bombana.

Warga Negara :  Indones ia  

Alamat :  Kompleks  Perkan to ran  Pemer in t ah  Daerah

Kab.  Bombana.

2. Nama :   SALAMON, SH,  M.Si

Jabatan  :  Kasubag  Bantuan  Hukum Bagian  Hukum Setda  

Kabupaten  Bombana.

Warga Negara :  Indones ia  

Alamat :  Kompleks  Perkan to ran  Pemer in t ah  Daerah

Kab.  Bombana.

3. Nama :   KALVARIOS SYAMRUTH, SH,MH 

Jabatan  :  Kasubag  PerUndang- undangan  Bagian  Hukum 

Setda  Kabupaten  Bombana.

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Warga Negara :  Indones ia  

Alamat :  Kompleks  Perkan to ran  Pemer in t ah  Daerah

Kab.  Bombana.

4. Nama :   I r .  CECEP TRISNAJAYADI,  M.M,  

Jabatan  :  Kepala  Dinas  Per tambangan  Dan  Energ i  

Kabupaten  Bombana.

Warga Negara :  Indones ia  

Alamat :  Kompleks  Perkan to ran  Pemer in t ah  Daerah

Kab.  Bombana.

berdasarkan  Surat  Kuasa   Khusus  tangga l  14 Februar i  2010  ;  

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Selan ju t nya  d isebu t  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TERGUGAT ;

2. PT.  ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA,  Bera lamat  d i  J l .  

Raya Panta i  Indah  Kapuk  No.  1 Kompleks  TOHO Blok  A No.  

12  Kel .  Kamal  Muara,  Kec.  Penja r i ngan  Jakar ta  Utara ,  

diwak i l i  o leh   Leo  Chandra  Edward,  Warga  Negara  

Indones ia  Jabatan  Di rek tu r  PT.  Anugerah  Alam  Buana  

Indones ia ,  bera lamat   J l .  Raya  Panta i  Indah  Kapuk  No.  

1  Kompleks  TOHO Blok  A No.  12  Kel .  Kamal  Muara,  Kec.  

Penja r i ngan  Jakar ta  Utara  ;  - - - - - - -

Dalam hal  in i   member ikan  kuasa  kepada   :

        1.  JON  MATHIAS,  

SH . . . . . . . .

-  3 -

1. JON MATHIAS,  SH.

2. ISMAN NASUTION,  SH.

3. JHONY SIBARANI,  SH.

Ket i ganya  warga  negara  Inndones ia ,  peker j aan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Advokat /Penaseha t  Hukum pada  kanto r  JON MATHIAS,  SH.  & 

ASSOCIATES,  bera lamat   d i  Ja lan  Tebet  Bara t  Dalam I I  

Nomor.  4  A Jakar ta  Sela tan ,  berdasarkan  sura t  kuasa  

khusus  Nomor.  003/JM.ASS/SK/ I I / 2 010 ,   tangga l   24  

Februar i  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

se lan ju t nya  d isebu t   TERGUGAT  I I  INTERVENSI  ;  

- - - - - - - - - - - -

- Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah     membaca    sura t    gugatan     te r t angga l     06  

Januar i  2010   te rda f t a r     d i  Kepani te r aan    Pengad i l an   Tata  

Usaha  Negara  Kendar i  te r t angga l  12  Januar i  2010  dengan  

Nomor    perka ra  :   01/G/2010 /PTUN- Kdi   dan  te l ah    d ipe rba i k i  

pada  Pemer iksaan  pers i apan  tangga l   24  Februar i   2010  ;  

- - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Kendar i  No :  01/PEN- Lds/G/2010 /PTUN- KDI  tangga l   13  Januar i  

2010  ten tang  Penetapan  Lo los  Dismissa l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Kendar i  No  :  01/PEN- MH/G/2010/PTUN- KDI  tangga l   14  Januar i  

2010  ten tang  Penetapan  Penunjukan  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  

dan  mengadi l i  perka ra  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Kendar i   No :  01/PEN- PP/G/2010/PTUN- KDI  tangga l  

14  Januar i  2010  ten tang  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Kendar i  No.  01/PEN- HS/G/2010 /PTUN/- KDI  tangga l  24  

Februar i  2010  ten tang  Har i  Sidang  ;  

4

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  bukt i  dan  mendengarkan  kete rangan  

para  Pihak  dan  kete rangan  saks i  d ipers i dangan  ser ta  te lah  

melaksanakan  Pemer iksaan  setempat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      
TENTANG  DUDUK PERKARA

- - - - - - - - Menimbang,   bahwa  Penggugat   te l ah  menggugat  Tergugat  

dengan sura t  

gugatannya    te r t angga l   06   Januar i    2010   yang    d ida f t a r kan  

di   Kepan i t e raan  

 

Pengad i l an  . . . . . . . .  

-  4 -

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i  pada tangga l  12 Januar i  2010  

di  bawah Regis te r  Nomor  :  01/G/2010 /PTUN- Kdi ,  dan te l ah  

dipe rba i k i  pada pemer iksaan  pers iapan  tangga l   24 Februar i  2010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   yang  menjad i  obyek  gugatan  adalah  Sura t  Keputusan  

Nomor :  340 a Tahun 2008  Tentang  Perse tu j uan  Pencadangan  Wi layah  

Per tambangan  PT.  Anugerah  Alam  Buana  Indones ia ,  tangga l  4 

Nopember  2008  dan   Sura t  Keputusan  Nomor  :  342  a  Tahun  2008  

Tentang  Pember ian  Iz i n  Eksp lo ras i  Per tambangan  Bahan Gal ian  Emas 

DMP Kepada  PT.  Anugerah  Alam Buana Indones ia  tangga l  5 Nopember  

2008  yang  di  Keluarkan  oleh  Bupat i  Bombana,  dengan  mengemukakan  

alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Keputusan  Bupat i  Bombana (Terguga t )  Nomor  :  340a,  te r t angga l  4  

Nopember  2008  Tentang  Perse tu j uan  Pencadangan  Wi layah  

Per tambangan  PT.  ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA,  untuk  Bahan 

ga l i an  Emas  Dmp kepada  PT.  ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA 

bera lamt  d i  J l .  Raya  Panta i  Indah  Kapuk  No.  1  Kompleks  TOHO 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Blok  A  No.  12  Jakar ta  Utara  te lp .  021- 55965090  Fax.  021-

55954066  untuk  melakukan  keg ia tan  Eksp lo ras i  Bahan Gal ian  Emas 

Dmp  diw i l a yah / l o kas i  yang  te r l e t a k  di  Kecamatan  Rarowatu  

Utara ,  kabupaten  Bombana  Prop.  Sul t r a  se luas  2000  Ha beker ja  

sama  dengan  Kepala  Dinas  Per tambangan  Kabupaten  Bombana  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

2. Keputusan  Bupat i  Bombana (Terguga t )  Nomor  :  342a  te r t angga l  5 

Nopember  2008  Tentang  Pember ian  Iz i n  Eksp lo ras i  Per tambangan  

Bahan ga l i an  Emas Dmp untuk  jangka  waktu  1 (sa tu )  tahun  kepada  

PT.  ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA,  bera lamat  d i  J l .  Raya 

Panta i  Indah  Kapuk  No.  1  Kompleks  TOHO Blok  A No.  12  Jakar ta  

Utara  te lp .  021- 55965090  Fax.  021- 55954066  untuk  melakukan  

keg ia tan  Eksp lo ras i  Bahan  Gal ian  Emas   Dmp diw i l ayah / l o kas i  

yang  te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  kabupaten  Bombana 

Prop.  Sul t r a  se luas  2000  Ha beker j a  sama dengan  Kepala  Dinas  

Per tambangan  Kabupaten  Bombana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  dasar - dasar  atau  alasan- alasan  gugatan  te rsebu t  adalah  

sebaga i  ber i ku t :

1. Bahwa  para  Penggugat  ada lah  pemangku  adat  /  Ketua  Forum 

Si la t u rahmi  Kera ton    Se- nusanta ra    (FSKN) ,   Lembaga   Adat  

MoroNene  Eks.  Kera jaan  

Rumbia  (LAMKER)  dahu lu  Kabupaten  Buton ,  sekarang  Kabupaten  Bombana 

dengan tugas  masing- masing  sebaga i  ber i ku t  :

     1.1 .  YOHANIS POWATU ……

-  5 -

.  YOHANIS POWATU (Anak  kandung  Mokole  Rumbia  FERDINAN BAWEA POWATU 

alm. ) ,  Ketua  Forum  Si la t u r ahmi  Kera ton  Senusanta ra  (FSKN)  

Lembaga  Adat  Moro  Nene  Eks.  Kera jaan  Rumbia  (LAMKER)  dahu lu  

Kabupaten  Buton ,  sekarang  Kabupaten  Bombana,  ber tempat  t i ngga l  

di  J ln .  Usaha  Tani ,  Kel .  Toubonto ,  Kec.  Rarowatu ,  Kabupaten  

Bombana  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

6
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. SUKIRMAN,  Sekre ta r i s  Forum  Si la t u r ahmi  Kera ton  Senusanta ra  

(FSKN)  Lembaga  Adat  Moro  Nene  Eks.  Kera jaan  Rumbia  (LAMKER)  

dahu lu  Kabupaten  Buton ,  sekarang  Kabupaten  Bombana,  ber tempat  

t i ngga l  di  J ln .  Usaha  Tan i ,  Kel .  Toubonto ,  Kec.  Rarowatu ,  

Kabupaten  Bombana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

1.3 . HJ.  R,  EMY POWATU ( I s t e r i  H.  Ip imp ie  Raja  Rumbia  V,  dan  anak  

kandung  Mokole  Rumbia  FERDINAN BAWEA POWATU alm. ) ,  Ketua  Dewan 

Penasehat  Forum Si l a t u r ahmi  Kera toa  Senusanta ra  (FSKN)  Lembaga 

Adat  Moro  Nene Eks.  Kera jaan  Rumbia  (LAMKER)  dahu lu  Kabupaten  

Buton ,  sekarang  Kabupaten  Bombana (buk t i  P- 1)  ;  - - - - - - - - - - -

2. Bahwa oleh  karena  i t u  Penggugat  berhak  mengurus  aset - aset  adat  

te rmasuk  tanah  ulaya t  mi l i k  masyaraka t  hukum adat  yang  dikuasa i  

oleh  para  Penggugat  te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3. Bahwa para  Penggugat  memi l i k i  tanah  hak  ulaya t  atau  tanah  adat  

berupa  tanah  hak  tu run  temurun  sebaga imana  d imaksud  pasa  3  dan  

pasa l  20 ayat  (1 )  UUP Agrar i a  ser ta  penje l asan  Peratu ran  Menter i  

Negara  Agrar i a  /  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  5  Tahun  

1999  ten tang  Pedoman Penye lesa ian  Masaalah  Hak Ulaya t  Masyaraka t  

hukum adat . ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa berdasarkan  Keputusan  Bupat i  Bombana (obyek  sengke ta )  maka 

sebahag ian  tanah  u laya t  atau  tanah  adat  Para  Penggugat  te rsebu t  

sekarang  menjad i  lokas i  bahan  gal i an  emas Dmp PT.  ANUGERAH ALAM 

BUANA  INDONESIA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - .

5. Bahwa tanah  mi l i k  u laya t  atau  tanah  adat  para  Penggugat  te rsebu t  

secara  kese lu ruhannya  te r l e t a k  dulu  di  wi layah  Kera jaan  Rumbia  

sekarang  Kebupaten   Bombana  pemekaran  sekarang  menjad i  Kecamatan  

Lanta r i  jaya ,  

Kecamatan  Rarowatu  dan  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  te rmasuk  Kolongko  

Ea,  Kalaero ,  Lausu,  La Babu,  Dawi- Dawi ,  Mol i - Mol i ,  Langkowala  se luas  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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kurang  leb ih   40.000  Ha,   yang  se jak  dahu lu  ka la  d i t anda i  dengan  

batas - batas

   a lam …….

-  6 -

alam ya i t u  sebaga i  ber i ku t :

- Sebelah  Utara    :  dengan  Sungai  Lausu  /  batas  

PPA;

- Sebelah  Timur  :  dengan  Sungai  Langkowala  /  

batas  SP IX ;

- Sebelah  Sela tan  :  dengan  Sungai  Langkowala  /  batas  

SP IV ;

- Sebelah  bara t   :  dengan  Sungai  Poleang  /  batas  

SP V,  (buk t i  P- 2)  ;  - -

6. Bahwa  pada  sek i t a r  tahun  1980- an  p ihak  pewar i s  ( Ip imp ie )  

menyerahkan  tanah  le l uhu r  kera jaan  Rumbia  untuk  kepent i ngan  

penempatan  Transmigras i  dar i  pu lau  Jawa,  Bal i ,  dan  lombok  

sebanyak  3  ( t i ga )  SP  se luas  kurang  leb ih  4000  Ha,  dan  pada  

sek i t a r  tahun  1989  masuk  lag i  6  (enam)  SP pada  lokas i  tanah  

ulaya t  para  Penggugat  se luas  kurang  leb ih  5100  Ha  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  sampai  sekarang  SP  1  s/d  SP  3  ( t i ga )  te rsebu t  masih  

digunakan  o leh  masyaraka t  Transmig ras i  te rsebu t  akan  te tap i  

wi layah / l o kas i  warga  masyaraka t  t ransmig ras i  SP 4 (empat )  s/d  SP 

9  (sembi l an )  sudah  d ikembal i kan  kepada  pewar i s / ah l i  war i s  

kera jaan  rumbia  atau  pemi l i k  u laya t  atau  adat  karena  te lah  

di t i ngga l kan  o leh  warga  masyaraka t  t ransmig ras i  dan  berp indah  

ketempat  la i n / dae rah  la i n  dan  tanah  u laya t  d ipe l i h a ra  lag i  oleh  

ah l i  war is  /  pemangku  adat  sesua i  kepent i ngan  hak  u laya tnya  atau  

hak  adatnya  ;  -

8. Bahwa pada  sek i t a r  tahun  1995  PT.  Bar i t o  Pasi f i c  Timber  pernah  

menggunakan  sebag ian  lahan  tanah  hak  u laya t  Para  Penggugat  

te rsebu t  untuk  HTI  namun tanah  te rsebu t  dikembal i kan  lag i  kepada  

8
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masyaraka t  /  pemi l i k  ulaya t  pada  tahun  2007  (buk t i  P- 3)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa di l ua r  HPH PT.  Bar i t o  Pasi f i c  Timber  te rdapa t  juga  tanah  

ulaya t  para  Penggugat  yang  sampai  tahun  2007  t i dak  pernah  d io l ah  

atau  d iganggu- gugat  oleh  s iapapun  juga  te rmasuk  te rguga t  sesua i  

sura t  kete rangan  Kadis  Kehutanan  Kabupaten  Bombana (buk t i  P- 4)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa se la i n  tanah  u laya t  para  Penggugat  te rsebu t  te lah  te rbuk t i  

kepemi l i k an  sesua i  buk t i  P1  sampai  dengan  bukt i  P- 3  te rsebu t  

dia tas ,  juga  te lah  d ibuk t i k an  keberadaannya  dengan  sura t  Kadis  

Kehuatan  Prop.  Sul t r a  Nomor   :  508. /1425 /KDST,    tangga l    24  

Ju l i   2009  yang   d i t u j u kan  kepada  

Kuasa  hukum Pemi l i k  Tanah  Ulaya t  (  bukt i  P- 5)  se te l ah  Kuasa  Hukum 

para  Penggugat  bersura t  kepada  Kadis  Kehutanan  Prop.  Sul t r a  

te r t angga l  5  Ju l i  2009  (buk t i  P- 6)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

     11.  Bahwa …….

-  7 -

11.   Bahwa te rnya ta  tanpa  perse tu j uan  dan  tanpa  sepengetahuan  para  

Penggugat ,  Tergugat  beker j a  sama dengan  Kepala  Dinas  Per tambangan  

Kabupaten  Bombana te lah  mengeluarkan  Keputusan  berupa  :

Keputusan  Bupat i  Bombana  (Terguga t )  Nomor  :  340  a,  te r t angga l  4  Nopember  

2008  Tentang  Perse tu j uan  Pencadangan  Wi layah  Per tambangan  PT.  ANUGERAH 

ALAM BUANA INDONESIA,  untuk  Bahan Gal ian  Emas Dmp kepada  PT.   ANUGERAH 

ALAM BUANA INDONESIA  bera lamat  d i  J l .  Raya  Panta i  Indah  Kapuk  No.  1 

Kompleks  TOHO Blok  A No.  12 Jakar ta  Utara  te lp .  021- 55965090  Fax.  021-

55954066  untuk  melakukan  keg ia tan  Ekplo ras i  Bahan  gal i an  Emas  Dmp 

diw i l a yah / l o kas i  yang  te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  Kabupaten  

Bombana  Prop.  Sul t r a  se luas  2000  Ha atas  ker j a  samanya  dengan  Kadis  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Per tambangan  Kabupaten  

Bombana  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Keputusan  Bupat i  Bombana (Terguga t )  Nomor  :  342 a te r t angga l  5 Nopember  2008  

Tentang  Pember ian  Iz i n  Ekplo ras i  Per tambangan  Bahan  Gal ian  Emas  Dmp 

untuk  jangka  waktu  1  (sa tu )  tahun  kepada  PT.  ANUGERAH ALAM BUANA 

INDONESIA,  bera lamat  d i  J l .  Raya  Panta i  Indah  Kapuk  No.  1  Kompleks  

TOHO Blok  A No.  12  Jakar ta  Utara  te lp .  021- 55965090  Fax.  021- 55954066  

untuk  melakukan  keg ia tan  Ekplo ras i  Bahan  gal i an  Emas  Dmp 

diw i l a yah / l o kas i  yang  te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  Kabupaten  

Bombana  Prop.  Sul t r a  se luas  2000  Ha  beker j a  sama  dengan  Kadis  

Per tambangan  Kabupaten  Bombana,  dimana  para  Penggugat  baru  

mengetahu inya  pada  awal  bu lan  Januar i  2010  ya i t u  pada  saat  kuasa  para  

Penggugat  menemui  Kadis  Per tambangan  Kabupaten  Bombana  meminta  data  

sehubungan  dengan  keg ia tan  PT.  ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA  d ia tas  

tanah  mi l i k  ulaya t  atau  tanah  adat  Para  Penggugat  te rsebu t  d imana  

kuasa  Para  Penggugat  hanya  diber i kan  cata tan  Nomor  SK Pencadangan  dan  

Nomor Ekp lo ras i  (buk t i  P- 7)  ;  - -

      

12. Bahwa  dengan  demik ian  para  penggugat  mengajukan  gugatan  in i  

masih  dalam  tenggang  waktu  yang  d i ten tukan  Undang- Undang  

sebaga imana  d imaksud  pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te lah  d i rubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     13.  Bahwa …….

-  8 -

13. Bahwa  dengan  d i te rb i t k annya  Sura t  Keputusan  obyek  gugatan  

te rsebu t ,  para  penggugat  merasa  sangat  d i rug i kan  kepent i ngannya  

ba ik  mor i l  maupun  mater i l ,  o leh  karena  dengan  dasar  Sura t  

Keputusan  (obyek  sengke ta )  te rsebu t  dia tas  Perusahaan  (  PT.  

ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA  )  melakukan  keg ia tan  mengelo la  

tambang  emas  d i l okas i  tanah  ulaya t  atau  tanah  adat  Para  

Penggugat  tanpa  memperdu l i kan  hak- hak  dan  kepent i ngan  Para  

Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10
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14.    Bahwa  penerb i t an  Surat  Keputusan  obyek  gugatan  t i dak  

didasarkan  pada  pera tu ran  dan  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

oleh  karena  para  penggugat  sebaga i  pemi l i k  sah  tanah  obyek  

gugatannya  d i te rb i t k an  t i dak  atas  sepengetahuan  dan  perse tu j uan  

pemi l i k  tanah  u laya t  atau  tanah  adat  te rsebu t  seh ingga  oleh  

karena  i t u  Sura t - Sura t  Keputusan  yang  d ike lua r kan  o leh  Tergugat  

atas  ker j a  samanya  dengan  Kadis  Per tambangan  Kabupaten  Bombana 

te rsebu t  harus lah  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

15.    Bahwa t i ndakan  Terguga t  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  obyek  

gugatan  Nomor  :  340  a  tangga l  4  Nopember  2008  dan  Sura t  

Keputusan  obyek  gugatan  Nomor  :  342  a tangga l  5 Nopember   2008  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  dan  perundang- undangan  

yang  ber laku  i . c  pasa l  3  dan  pasa l  20  ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  :  5  Tahun  1960  Tentang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  

Agrar i a ,  pasa l  2 dan pasa l  4 ayat  (1 )  huru f  a,  Pera tu ran  Menter i  

Negara  Agrar i a  Kepala  Badan Per tahan  Nasioan l  Nomor 5 Tahun 1999  

Tentang  Pedoman Penye lesa ian  Masalah  Hak Ulaya t  Masyaraka t  Adat ,  

pasa l  5  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  :  41  Tahun  1999  Tentang  

Kehutanan ,  dan pasa l  39 ayat  (1)  dan ayat  (2 )  huru f  I  dan  huru f  

q Undang- Undang RI  No.4  Tahun  2009  Tentang  Per tambangan  Minera l  

dan Batu  Bara  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

16.    Bahwa  t i ndakan   te rguga t   te rsebu t   ada lah   ber ten tangan  

dengan azas-

azas  umum pemer in t ahan  yang  ba ik  ya i t u  azas  kepas t i an  hukum,  

azaz  Pro fes i ona l i t a s ,  azas  kecermatan ,  dan  azas  kehat i - hat i an ,  

dan  ada lah  kesewenang- wenagan  sebaga imana  d imaksud  dalam  pasa l  

53  ayat  (2 )  huru f  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  ta ta  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      17.  Bahwa …….

-  9 -
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17.    Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  para  

penggugat  mohon kepada  yang  mul ia  Bapak  Ketua  dan  Maje l i s  Hakim  

Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i  yang  mul ia ,  yang  memer iksa ,  

mengadi l i  dan  memutus  perkara  in i  agar  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P E T I  T U M :

1. Mengabulkan  gugatan  para  penggugat  untuk  kese lu ruhannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  (obyek  sengketa )  

yang  d ike lua r kan  Terguga t  berupa  :

2.1 Keputusan  Bupat i  Bombana  (Terguga t )  Nomor  :  340  a,  

te r t angga l  4  Nopember  2008  Tentang  Perse tu j uan  

Pencadangan  Wi layah  Per tambangan  PT.  ANUGERAH ALAM BUANA 

INDONESIA untuk  Bahan Eal i an  Emas Dmp Kepada PT.  ANUGERAH 

ALAM BUANA INDONESIA,  bera lamat  di  J l .  Raya Panta i  Indah  

Kapuk  No.  1  Kompleks  TOHO Blok  A No.  12  Jakar ta  Utara  

te l p .  021- 55965090  Fax.  021- 55954066  untuk  melakukan  

keg ia tan  Ekplo ras i  Bahan Gal ian  Emas Dmp diw i l a yah / l o kas i  

yang  te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  Kabupaten  

Bombana  Prop.  Sul t r a  se luas  2000  Ha yang  beker j a  sama 

dengan  Kadis  Per tambangan  Kabupaten  Bombana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 Keputusan  Bupat i  Bombana  (Terguga t )  Nomor  :  342  a 

te r t angga l  5  Nopember  2008  Tentang  Pember ian  Iz i n  

Ekplo ras i  Per tambangan  bahan gal i an  Emas Dmp untuk  jangka  

waktu  1  (sa tu )  tahun  kepada  PT.  ANUGERAH ALAM BUANA 

INDONESIA,  bera lamat  d i  J l .  Raya Panta i  Indah  Kapuk  No.  1  

Kompleks  TOHO Blok  A No.  12  Jakar ta  Utara  te lp .  021-

55965090  Fax.  021- 55954066  untuk  melakukan  keg ia tan  

Ekplo ras i  Bahan  Gal ian  Emas  Dmp diw i l a yah / l o kas i  yang  

te r l e t a k  di  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  Kabupaten  Bombana 

Pr iop .  Sul t r a  se luas  2000  Ha yang  beker j a  sama  dengan  

Kadis  Per tambangan Kabupaten  Bombana ; -  

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  (obyek  

12
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sengke ta )  yang  te rd i r i  dar i  :

3.1 . Keputusan  Bupat i  Bombana  (Terguga t )  Nomor  :  340  a,  

te r t angga l  4  Nopember  2008  Tentang  Perse tu j uan  Pencadangan  

Wi layah  Per tambangan  PT.  ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA untuk  

Bahan  Eal ian  Emas  Dmp  Kepada  PT.  ANUGERAH ALAM BUANA 

INDONESIA,   bera lamat  d i  J l .  Raya  Panta i  Indah  Kapuk  No.  1 

Kompleks  

  TOHO …….

-  10 -

TOHO Blok  A No.  12  Jakar ta  Utara  te lp .  021- 55965090  Fax.  021-

55954066  untuk  melakukan  keg ia tan  Ekplo ras i  Bahan Gal ian  Emas Dmp 

diw i l a yah / l o kas i  yang  te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  

Kabupaten  Bombana Prop.  Sul t r a  se luas  2000  Ha yang  beker ja  sama 

dengan  Kadis  Per tambangan  Kabupaten  Bombana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 .  Keputusan  Bupat i  Bombana (Terguga t )  Nomor  :  342a  te r t angga l  5 

Nopember  2008  Tentang  Pember ian  Iz i n  Ekp lo ras i  Per tambangan  

bahan  gal i an  Emas Dmp untuk  jangka  waktu  1 (sa tu )  tahun  kepada  

PT.  ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA,  bera lamat  d i  J l .  Raya Panta i  

Indah  Kapuk  No.  1  Kompleks  TOHO Blok  A No.  12  Jakar ta  Utara  

te l p .  021- 55965090  Fax.  021- 55954066  untuk  melakukan  keg ia tan  

Ekplo ras i  Bahan  Gal ian  Emas Dmp diw i l a yah / l o kas i  yang  te r l e t a k  

di  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  Kabupaten  Bombana  Prop.  Sul t r a  

se luas  2000  Ha  yang  beker j a  sama  dengan  Kadis  Per tambangan  

Kabupaten  Bombana  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Membebankan  Terguga t   untuk   membayar   b iaya   yang  t imbu l  

da lam   perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,   bahwa   atas   gugatan   Penggugat   te rsebu t ,  

Disclaimer
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Terguga t   te l ah

 mengajukan   Jawaban/Ekseps inya    te r t angga l   10   Maret  2010  sebaga i  

ber i ku t  :

Bantahan  te rhadap  da l i l  PENGGUGAT mengenai  obyek  Gugatan  :

Bahwa  PENGGUGAT te l ah  mengajukan  gugatan  secara  akumulas i  leb ih  dar i  

satu  obyek  Putusan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  oleh  karena  i t u  

menyalah i  Hukum  Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  t i dak  

membenarkan  adanya  Gugatan  leb ih  dar i  sa tu  obyek  gugatan  dalam  satu  

gugatan .  Berdasarkan  hal  te rsebu t  gugatan  PENGGUGAT harus  di to l a k  (de  

eis  word t  ontzengd)  atau  set i dak - t i daknya  t i dak  dapat  d i t e r ima .

Bantahan  TERGUGAT te rhadap  dasar - dasar  ser ta  a lasan- alasan  PENGGUGAT 

sebaga i  ber i ku t .

1. 1) Bahwa Lembaga Adat  Moronene  yang  d iwadah i  o leh  LAMKER Vers i  

PENGGUGAT sepan jang  pengetahuan  TERGUGAT ser ta  fak ta  dan 

kenyataannya  d i  lapangan  adalah  untuk  menghidupkan  adat  Is t i a da t  

ser ta  war isan  le l uhu r  adihulung  bag i  masyaraka t  Moronene  dar i  

generas i  kegeneras i   d ib idang    kebudayaan,    seh ingga    b i l amana  

PENGGUGAT

   mengatasnamakan …….

-  11 -

mengatasnamakan  Lembaga  Adat  Moronene  untuk  menggugat  Keputusan-

Keputusan  Bupat i  Bombana ( TERGUGAT)  berka i t an  tanah- tanah  sungguh  

suatu  keke l i r u an  menempatkan  Lembaga Adat  yang  t i dak  semest i nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

2) Bahwa kedudukan  hukum PENGGUGAT t i dak  memenuhi  Kual i f i k a s i  untuk  

menjad i  PENGGUGAT,  bahkan  te rkesan  d i  paksakan  dan  dian ta ra  

PENGGUGAT satu  dengan  yang  la i nnya  t i dak  satu  kata  dan  ada  

dian ta ra  “ PENGGUGAT”  yang  merasa  t i dak  menggugat  Pemer in tah  

Daerah  Bombana  ( TERGUGAT) ,  j i ka  seper t i  in i  ke jad iannya  s iapa  

14
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yang  harus  ber tanggung  tanggung  jawab  te rhadap  ke jad ian  in i .  

Urusan  pengad i l an  dan  l i g i t a s i  bukan  urusan  t r i a l  and  er ro r  

al i as  urusan  coba- coba  s iapa  menuntu t  s iapa ,  b i l a  t i dak  te rbuk t i  

maka hukum harus  berba l i k  menerkam ;

2. Bahwa  oknum- oknum  yang  mendal i l k an  di r i n ya  sebaga i  PENGGUGAT 

dalam perkara   yang   sedang  dihadap i  in i  sungguh  suatu  penyesa tan  

dan keke l i r u an  

yang  fa ta l  ka lau  para  PENGGUGAT merasa  memi l i k i  tanah  u laya t  dan  

berhak  mengurusnya .  Per lu  disadar i  bahwa Bombana ada lah  sa lah  satu  

Kabupaten  d i  Negara  Republ i k  in i ,  dan  hukum yang  ber laku  d i  Bombana  

ten tu  mengiku t i  hukum- hukum  yang  ber laku  di  Negara  Republ i k  

Indones ia .  Hal  mana tegas  d ika takan  menuru t  Perundang- Undangan bahwa 

Hak  Ulaya t  d iaku i  o leh  UUPA,  te tap i  pengakuannya  d ise r t a i  2  (dua)  

syara t ,  ya i t u  mengenai  Eksis tens inya  dan  mengenai  Pelaksanaannya.  

Hak  Ulaya t  d iaku i  sepan jang  menuru t  kenyataannya  masih  ada  di  

daerah- daerah  dimana  hak  i t u  t i dak  ada  lag i  karena  t i dak  akan  

dih idupkan  kembal i  d i  daerah- daerah  dimana  t i dak  pernah  ada  hak  

ulaya t  t i dak  akan  d i l ah i r k an  hak  u laya t  baru .  Pelaksanaannya  hak  

ulaya t  harus  demik ian  rupa  seh ingga  sesua i  dengan  kepent i ngan  

nas iona l  dan  Negara ,  yang  berdasarkan  atas  persa tuan  bangsa  ser ta  

t i dak  boleh  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  dan  Pera tu ran -

pera tu ran  la i n  yang  leb ih  t i ngg i  seanda inya  t i dak  muncul  emas  d i  

Kabupaten  Bombana  maka  t i dak  akan  mungkin  ada  gai rah  dan  semangat  

yang  berke leb i han  mengaku  pemi l i k  tanah  hak  u laya t .  Bukan lah  tanah  

hak  u laya t  ka lau  tanah  yang  dimaksud  jus t r u  sa l i ng  dikompla i n  anta ra  

satu  dengan  la i nnya  anta ra  anggota  ke lompok  masyaraka t  yang  satu  

dengan  la i nnya .  Apa  jad inya  masyaraka t  b i l a  ke lompok  yang  satu  

di te t apkan  leb ih  berhak  dar i  pada yang  la i n .  Sesungguhnya  tanah  yang  

dida l i l k an  PENGGUGAT ada lah  tanah   Negara    yang   kebetu lan   muncu l  

bahan  gal i an   tambang  emas yang

  mengandung …….

-  12 -

mengandung  haja t  h idup  orang  banyak ,  seh ingga  Negara  Cq.  Pemer in tah  

Kabupaten  Bombana harus  mengatu r  dan  mengelo lanya  demi  kemaslaha tan  

masyaraka t  secara  kese lu ruhan ,  bukan  hanya  sege l i n t i r  orang  ;  

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  dal i l  para  PENGGUGAT memi l i k i  hak  u laya t  t i dak  berdasar  

hukum te tap i  hanya lah  sebatas  pengakuan  sep ihak .  Pasa l  Undang-

Undang  Pokok  Agrar i a  yang  d iku t i p  para  PENGGUGAT yang  bermaksud  

mengajukan  da l i l  gugatannya  jus t r u  membukt i kan  seba l i knya  

menggugurkan  dal i l  gugatannya ,  ya i t u  Pasa l  3 UUPA mengatakan  :

“ Dengan  mengingat  ketentuan- ketentuan  dalam  Pasal  1  dan  2  

pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak- hak  serupa  i tu  dar i  masyarakat -

masyarakat  hukum adat ,  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada,  

harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepent ingan  Nasional  

dan Negara ,  yang berdasarkan  atas  Persatuan  Bangsa serta  t idak  boleh  

bertentangan   dengan    Undang- Undang  dan    Peraturan- Peraturan  

la in  

yang leb ih  t inggi” .

Dar i  keten tuan  d ia tas  je l as l ah  t i dak  ada hak  ulaya t  d i  Bumi  Bombana,  

karena  fak ta  dan  kenyataannya  memang t i dak  ada,  t i ba - t i ba  muncul  

wacana  pengakuan  hak  u laya t  sete lah  secara  menggegerkan  muncul  

kandungan  emas,  sebe lumnya  i t u  pada  lahan  yang  dimaksud  t i dak  ada  

mengkla im  se la i n  domein  Negara  semata ,  PENGUGAT t i dak  pernah  pedu l i  

dengan  lahan  yang  d imaksud  karena  memang t i dak  berkepen t i ngan  dan  

t i dak  ada hubungan hukum.  Sedangkan  Pasa l  20 ayat  (1 )  UUP:

“Hak mil ik  adalah  hak turun  temurun,  terkuat  dan terpenuh yang dapat  

dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan  mengingat  ketentuan  dalam Pasal  

6”.

Keten tuan  in i  semakin  jauh  dan  t i dak  re levan  dengan  da l i l  para  

PENGGUGAT,  karena  hak  mi l i k  harus  di l i h a t  pada  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  

akan  te r t e r a  s ta tus  hak  yang  d imaksud .  Sedangkan  PENGGUGAT jangankan  

kete tapan  Hak  Mi l i k ,  hubungan  hak  dengan  lahan  yang  d imaksud  sama 

seka l i  t i dak  ada.  PENGGUGAT t i dak  pernah  menggarap ,  t i dak  pernah  

menguasa inya ,  pada  pokoknya  kr i t e r i a  untuk  d isebu t  Hak Ulaya t  dar i  

PENGGUGAT t i dak  ada dasar  hukumnya sama seka l i .

Sedangkan  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya  menggar i skan  bahwa Pasal  5  

ayat  (1 )  “ Penel i t i an  dan  Penentuan  masih  adanya  hak  ulayat  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 di lakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  

16
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dengan  mengikutser takan   para    pakar  hukum adat  yang ada di  

    daerah  ….. .
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daerah  yang bersangkutan,  Lembaga Swadaya  Masyarakat  dan Instans i -

Instans i  yang mengelola  sumber daya alam”

Pasa l  5 ayat  (2 )  “keberadaan tanah ulayat  masyarakat  hukum adat  yang  

masih  ada  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 )  dinyatakan  dalam peta  

dasar  pendaf ta ran  tanah  dengan  membubuhkan  suatu  tanda  katograf i  

dan,  apabi la  memungkinkan,  menggambarkan  batas- batasnya  ser ta  

mencatatnya  dalam daf tar  tanah ” .

Faktanya ,  sama  seka l i  t i dak  ada  pene l i t i a n  seper t i  yang  d imaksud  

ayat  (1 )  d ia tas ,  dan juga  t i dak  ada peta  dasar  sebaga imana  keten tuan  

ayat  (2)  d ia tas .

Sehingga  dal i l  PENGGUGAT hanya lah  mengada- ada  ser ta  t i dak  

berdasarkan  hukum dan t i dak  berdasarkan  keten tuan  Perundang- Undangan  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  t i dak  benar  ka lau  lokas i  bahan  gal i an  PT.  ANUGRAH ALAM 

BUANA INDONESIA   berada    pada    tanah    hak    u laya t  s iapapun ,  

te tap i  yang  benar  

ada lah  berada  d ia tas  tanah  Negara  seh ingga  bukan lah  suatu  kesa lahan  

ka lau  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  Bombana  member ikan  Iz i n  Kepada  

Pihak  yang  di  anggap  layak  dan  mampu mengelo la  kekayaan  a lam  di  

wi layah  Bombana demi  kemakmuran  masyaraka t  Bombana secara  menyelu ruh  

bukan  sege l i n t i r  orang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

5. Bahwa t i dak  benar  ka lau  para  PENGGUGAT memi l i k i  tanah  hak  u laya t  

seper t i  yang  d ida l i l k a n  da lam dal i l  gugatannya  Nomor  5,  karena  di  

Kabupaten  Bombana  t i dak  ada  hak  u laya t  sebaga imana  keten tuan  

hukum dan  Pera tu ran  Perundang- Undangan.  Adapun  sebab  munculnya  

da l i l  PENGGUGAT te rsebu t  karena  muncul  tambang  emas sama seka l i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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t i dak  ada  penyampaian  atau  laporan  kepada  Pemer in tah  Daerah  

mengenai  hak  u laya t ,  juga  fak tanya  lahan  yang  d imaksud  t i dak  

pernah  d i l i r i k  dan  d iperha t i k an  o leh  PENGGUGAT,  t i dak  pernah  

digarap  dalam  bentuk  apapun  te tap i  hanya lah  secara  t i ba - t i ba  

berpu luh - puluh  dan bera tus - ra tus  anggota  ke lompok  atau  p ihak  yang  

secara  sekonyong- konyong  sa l i ng  mengkla im  ka lau  lahan  yang  

diperk i r a kan  ada  emasnya  ada lah  war isannya  dan  hak  ulaya tnya .  

Jad i  bukan lah  hanya  PENGGUGAT da lam perkara  In  casu  yang  mengaku 

pemi l i k  tanah  u laya t  di  Bombana te tap i  masih  ra tusan  p ihak  yang  

mengaku  pemi l i k  tanah  ulaya t .  Bahkan  ada pula  orang- orang  berdu i t  

yang  melakukan  t ransaks i  jua l  bel i  dan  hibah  dengan  oknum 

masyaraka t  setempat  dengan  dal i l  pen jua l  mengaku  ahl i  war is  dan  

atau  pemi l i k  hak  u laya t .  Bisakah  hak  u laya t  diper j ua l  bel i kan   ?  

Bisakah    hak      u laya t    d ih ibahkan    kepada    orang    la i n   di  

lua r  

    masyaraka t  …….

-  14 -

masyarakaa t  hukum adat  ? Jawabnya  hak  u laya t  t i dak  boleh  d iper j ua l -

be l i kan ,  t i dak  boleh  pu la  d iber i kan  atau  d ia l i h kan  kepemi l i k annya  

kepada  s iapapun ,  karena  keten tuan  Pasal  1 ayat  (1 )  Pera tu ran  Menter i  

Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  5  Tahun  1999  

ten tang  Pedoman  Penye lesa ian  Masalah  Hak  Ulaya t  Masyaraka t  Hukum 

Adat  mengatakan  “ hak  ulayat  adalah  kewenangan  yang  menurut  hukum 

adat  dipunyai  oleh  masyarakat  hukum adat  ter ten tu  atas  wi layah  

ter ten tu  yang  merupakan  l ingkungan  hidup  para  warganya  untuk  

mengambil  manfaat  dar i  sumberdaya  alam,  termasuk  tanah,  dalam 

wi layah  tersebut ,  bagi  kelangsungan  hidup  dan  kehidupannya  yang  

t imbul  dar i  hubungan secara  lah i r i ah  dan bat in iah  turun  temurun dan  

t idak  terputus  antara  masyarakat  hukum adat  tersebut  dengan wi layah  

yang bersangkutan” .  

Selan ju t anya    Pasal    2 ayat   (2 )   keten tuan    dia tas   mengatakan  

bahwa Hak 

Ulaya t  masyaraka t  d ianggap  masih  ada apab i l a  :  

a. Terdapa t  seke lompok  orang  yang  masih  merasa  te r i k a t  o leh  ta tanan  

hukum  adatnya  sebaga i  warga  bersama  suatu  perseku tuan  hukum 

18
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te r t en tu ,  yang  mengalami  dan  menerapkan  keten tuan - keten tuan  

perseku tuan  te rsebu t  dalam keh idupan  sehar i - har i .

b. Terdapa t  tanah  ulaya t  te r t en tu  yang  menjad i  l i ngkungan  h idup  para  

warga  perseku tuan  hukum  te rsebu t  dan  tempatnya  mengambi l  

keper luan  h idupnya  sehar i - har i ,  dan

c. Terdapa t  ta tanan  hukum adat  mengenai  pengurusan ,  penguasaan  dan  

penggunaan  tanah  u laya t  yang  ber laku  dan  d i taa t i  o leh  para  warga  

perseku tuan  hukum adapt .

Kalau  mengacu  dar i  keten tuan  te rsebu t  d ia tas  maka  je l as l ah  dal i l  

PENGGUGAT jauh  dar i  keten tuan  dar i  kr i t e r i a  hak  ulaya t  yang  

dida l i l k annya ,  karena  PENGGUGAT t i dak  mengambi l  manfaa t  dar i  lahan  

yang  dipersoa l kannya  dan  hanya  berencana  mengambi l  manfaat  karena  

baru  ketahuan  ada  tambang  emas.  Lag i  pula  sek i ranya  PENGGUGAT 

memi l i k i  kedudukan  hukum untuk  mewaki l i  masyaraka t  kebanyakan  ten tu  

sudah  mendapatkan  dukungan  penuh  dar i   se lu ruh  masyaraka t  luas ,  

te tap i  jus t r u  masyaraka t  setempat  te rpecah  be lah  sa l i ng  ber l omba  

untuk  mengkla im  tanah- tanah  yang  d iperk i r a kan  mengandung  tambang  

emas,  bukannya  jus t r u  menyerahkan  penanganannya  kepada  LAMKER oleh  

karena  i t u  dal i l  PENGGUGAT in i  harus  d i to l a k  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  d i te r ima  karena  t i dak  berdasarkan  hukum  dan  

Perundang- Undangan ;  - - - - - - - - -

        6.  Bahwa …….

-  15 -

6. Bahwa  dal i l  PENGGUGAT pada  Poin  Nomor  6  in i  membukt i kan  ka lau  

PENGGUGAT se la i n  t i dak  mempunya i  hak  u laya t  seper t i  yang  

dida l i l n y a  juga  t i dak  b isa  mengajukan  gugatan  dalam  kapas i t as  

sebaga i  Ahl i  Waris  Almarhum Raja  Ip imp ie  karena  PENGGUGAT I  dan 

PENGGUGAT I I  bukan lah  ahl i  war i s  Ip imp ie ,  sedangkan  PENGGUGAT I I I  

(Ah l i  Waris  Almarhum Ip imp ie )  merasa  t i dak  pernah  member i  kuasa  

kepada  s iapapun  untuk  menggugat  Pemer in t ah  Daerah  Bombana per iha l  

tanah- tanah  yang  d ike lo l a  perusahaan  PT.  ANUGRAH ALAM BUANA 

INDONESIA ;  - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa t i dak  benar  ka lau  warga  Transmig ras i  mengembal i kan  kepada  

pihak  te r t en tu  te rhadap  tanah  bekas  lahan  t ransmig ras i  te rsebu t ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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jus t r u  yang  benar  

ada lah  sete l ah  warga  t ransmig ras i  d ip i ndahkan  ketempat  la i n  maka 

tanah  te rsebu t  te tap  menjad i  tanah  Negara ,  dan  t i dak  ada  yang  

mel i r i k  apa lag i  menggarapnya .  Sehingga  t i dak  benar  ka lau  d ika takan  

dipe l i ha ra  baik  oleh  pihak  te r t en tu  te rmasuk  PENGGUGAT,  nant i  

sete l ah  emas  muncul ,  baru lah  dar i  berbaga i  p ihak  mencar i  berbaga i  

ja l an  baga imana  cara  agar  b isa  mempunyai  lahan  yang  mengandung bahan  

tambang emas te rsebu t  ;  - - - - - - - - - -

8. Bahwa t i dak  benar  ka lau  PT.  BARITO FASIFIK  TIMBER mengembal i kan  

tanah  yang  pernah  d ipaka inya  kepada  pihak  la i n  se la i n  kepada  

pemer in tah ,  karena  memang tanah  yang  pernah  digunakan  PT.  BARITO 

FASIFIK  TIMBER memang  dahu lu  dan  sekarang  bers ta t us  Tanah  

Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa baik  tanah  yang  pernah  d igunakan  PT.  BARITO FASIFIK  TIMBER 

maupun  tanah- tanah  disek i t a r nya  bahkan  se lu ruh  tanah  d i j az i r ah  

Bombana  ada lah  Tanah  Negara  kecua l i  yang  sudah  d i te rb i t k an  

ser t i f i k a t n ya  ke  atas  nama pr ibad i - pr ibad i  dan  tanah- tanah  yang  

la i n  yang  d i j ad i kan  sawah,  kebun  ser ta  pekarangan  para  penduduk  

sedangkan  lahan- lahan  yang  dimaksud  PENGGUGAT ada lah  murn i  tanah-

tanah  Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa t i dak  benar  ka lau  bukt i - buk t i  yang  d ia jukan  para  PENGUGAT 

membukt i kan  adanya  tanah  ulaya t  d i  Kabupaten  Bombana  apa lag i  

mi l i k  PENGGUGAT,  sura t - sura t  yang  d ia jukan  para  PENGGUGAT 

te rsebu t  hanya lah  d i ta f s i r k an  secara  sep ihak  oleh  Pihak  

PENGGUGAT,  namun kenyataannya  bukan lah  bukt i  kehad i r an  hak  ulaya t  

ke di r i  PENGGUGAT ;  - -

11. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan  Keputusan  (Nomor  340.a  Tahun 2008 dan  

342.a  Tahun  2009)  yang  di tu j u kan  kepada  PT.  ANUGRAH ALAM BUANA 

INDONESIA  t i dak    per lu   sepengetahuan   PENGGUGAT  karena  

   lahan  …….

-  16 -

lahan  yang  dike lo l a  o leh  perusahaan  te rsebu t  ada lah  Tanah  Negara ,  

20
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seh ingga  Pemer in tah  Daerah  Bombana  se laku  represen tas i  Negara  

mempunya i  hak  dan  kewenangan  untuk  member i  Iz i n  kepada  p ihak  

manapun  untuk  mengelo la  tanah- tanah  Negara  yang  berada  d i  wi layah  

Bombana  untuk  kepent i ngan  masyaraka t  kese lu ruhan  bukan  kepada  

sege l i n t i r  orang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  gugatan  PENGGUGAT sesungguhnya  te l ah  lewat  waktu  

sebaga imana   keten tuan   Pasa l   55  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  

1986

sebaga imana  te lah  d iubah  Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  karena  te lah  lewat  90 (Sembi l an  puluh )  

har i  bahkan  te lah  meleb ih i  satu  tahun  lamanya,  seh ingga  Gugatan  

PENGGUGAT harus  d igugurkan  dan  t i dak  dapat  di t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.  Bahwa dal i l  para  PENGGUGAT pada  Poin  13  yang  menyatakan  merasa  

sangat  di rug i kan  dengan  ke lua rnya  Keputusan  TERGUGAT (Nomor  340.a  

Tahun  2008  dan  Nomor  342.a  Tahun  2009) ,  dal i l  PENGGUGAT te rsebu t  

bera r t i  t idak  menderi ta  kerugian ,  te tap i  hanya  merasa  d i rug i kan  

karena  pada  kenyataannya  tanah  yang  d ike lo l a  o leh  PT.  ANUGRAH 

ALAM BUANA INDONESIA te rsebu t  benar - benar  tanah  Negara  dan  t i dak  

ada  perdeba tan  mengenai  sta tus  tanah  Negara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.  Bahwa penerb i t an  Keputusan  TERGUGAT te rhadap  obyek  gugatan  te lah  

didasarkan  pada  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  karena  

tanah- tanah  yang  te rdapa t  dalam Keputusan  TERGUGAT yang  di tu j u kan  

kepada  PT.  ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA ada lah  tanah  Negara  bukan  

tanah  pihak  la i n  dan  hal  i t u  dapat  d ibuk t i k an  karena  fak ta  dan  

kenyataannya  memang demik ian .  Sehingga  t i dak  ada dasar  hukum atau  

t i dak  ada  a lasan  yang  sah  (ongerech tvaa rd i gd )  untuk  menyatakan  

Keputusan  TERGUGAT yang  d i j ad i kan  obyek  gugatan  dalam perkara  in i  

d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.  Bahwa  t i ndakan  TERGUGAT menerb i t kan  Keputusan  yang  d i j ad i kan  

Disclaimer
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obyek  gugatan  da lam perkara  in i  te l ah  sesua i  prosedur  hukum dan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku .  Jus t ru  TERGUGAT b isa  

dika takan  sa lah  b i l amana  permohonan  dar i  PT.  ANUGRAH ALAM BUANA 

INDONESIA t i dak  d i t i ndak  lan ju t i  o leh  p ihak  TERGUGAT,  karena  nia t  

ba ik  PT.    ANUGRAH   ALAM     BUANA   INDONESIA   untuk  

berpar t i s i p a s i  

   membangun …….

-  17 -

membangun  Bombana  dengan  memanfaatkan  keah l i annya  dan  mengajukan  

Iz i n  secara  Prosedura l  dan  bersed ia  mamatuh i  rambu- rambu  yang  

te l ah  d igar i s kan  Pera tu ran - Peratu ran  yang  ada,  ser ta  bersed ia  

menghormat i  kear i f an - kear i f an  loka l  yang  d ianu t  masyaraka t  Bombana 

;  - - - -

16. Bahwa t i ndakan  TERGUGAT mengeluarkan  Keputusan  yang  menjad i  obyek  

gugatan  da lam  perkara  in i  sesua i  dengan  azas- azas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ,  ya i t u  :

a. Sesua i  Azas  Kepast ian  Hukum;  karena  merespon  n ia t  dar i  PT.  

ANUGRAH ALAM  BUANA  INDONESIA,  seanda inya  TERGUGAT t i dak  

mengeluarkan  Keputusan  yang  dimaksud  berar t i  TERGUGAT te l ah  

mencip takan  ket i dak  kepast i an  hukum.

b. Sesua i  Azas  Kecermatan;  karena  TERGUGAT member ikan  Iz i n  kepada  

PT.  ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA d ia tas  Negara  dan  prosedur  

permohonan  dar i  perusahaan  te rsebu t  te l ah  d icek  secara  cermat  

oleh  TERGUGAT mula i  dar i  lega l i t a s  Perusahaan  sampai  kepada  

kesed iaan  Perusahaan  te rsebu t  mentaa t i  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  yang  ber laku  dan  mener ima  kear i f a n - kear i f an  loka l  yang  

dianu t  dan dipe l i h a ra  ba ik  oleh  masyaraka t  setempat .

c. Sesua i  dengan  Azas  kehat i - hat ian ;  Karena  In te r va l  waktu  dar i  

permohonan  PT.  ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA kepada  TERGUGAT 

sampai  te rb i t n ya  keputusan  TERGUGAT (obyek  gugatan)  berbu lan -

bu lan  lamanya,  agar  di l akukan  pengecekan  baik  berkas  permohonan  

maupun  lokas i  tambang  yang  akan  d iber i kan ,  jad i  Keputusan  

TERGUGAT te rsebu t  t i dak  d ike lua r kaan  secara  semborono  dan  t i dak  

secara  asa l - asa lan .

d. Tindakan  TERGUGAT mengeluarkan  keputusan  (obyek  gugatan)  jauh  
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dar i  kesewenang- wenangan  karena  TERGUGAT t i dak  mengis t imewakan  

PT.  ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA,  karena  te rbuk t i  TERGUGAT te l ah  

member ikan  Iz i n  Usaha  Per tambangan  kepada  Perusahaan  la i n  yang  

memenuhi  syara t  sesua i  atu ran  Perundang- Undangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  Jawaban  dar i  TERGUGAT te rsebu t  

dia tas  maka dengan  penuh  kerendahan  hat i  dan  demi  kead i l an  ser ta  

demi  keba ikan  masyaraka t  Bombana  secara  kese lu ruhan  tanpa  

kecua l i ,  kepada  Maje l i s   Hakim Pemer iksa  Perkara ,  sud i l ah  k i ranya  

berkenaan  memutuskan  

  Hal - hal  ……

-  18 -

ha l - hal  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan  menolak  gugatan  PENGGUGAT untuk  se lu ruhnya ,  set i dak -

t i daknya  d inya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima .

2. Menyatakan  sah  menuru t  hukum  Sura t  Keputusan  TERGUGAT (Ob jek  

Gugatan)  yang  d ike lua r kan  o leh  TERGUGAT berupa  :

2.1 . Keputusan  Bupat i  Bombana  (TERGUGAT) Nomor  :  340.a  Tahun 

2008,  te r t angga l  4  November  2008  ten tang  Perse tu j uan  

Pencadangan  Wilayah  Per tambangan  Wilayah  Per tambangan  PT.  

ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA,  untuk  bahan  ga l i an  emas DMP 

kepada  PT.  ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA,  bera lamat  d i   J l .  

Raya Panta i  Indah  Kapuk  No.1  Kompleks  Toho Blok  A Nomor  12  

Jakar ta  Utara ,  Telp  :  021- 55965090  Fax.021- 55954066  untuk  

melakukan  keg ia tan  Eksp lo ras i  Bahan  Gal ian  Emas  DMP 

diw i l a yah / l o kas i  yang  te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara  

dan  Kecamatan  Lanta r i  Jaya  Kabupaten  Bombana  Prop ins i  

Sulawes i  Tenggara  se luas  2000  Ha.  Beker ja  sama  dengan  

Kadis  Per tambangan Kabupaten  Bombana.  

2.2 . Keputusan  Bupat i  Bombana  (TERGUGAT)  Nomor  :  342.a  Tahun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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2008  te r t angga l  5   November   2008  ten tang  Pember ian  Iz i n  

Eksp lo ras i  Per tambangan  Bahan Gal ian  Emas DMP untuk  jangka  

waktu  1  (sa tu )  tahun  kepada  PT.  ANUGRAH ALAM BUANA 

INDONESIA,  bera lamat  d i  J l .  Raya  Panta i  Indah  Kapuk  No.1  

Kompleks  Toho  Blok  A Nomor  12  Jakar ta  Utara ,  Telp  :  021-

55965090  Fax.021- 55954066  untuk  melakukan  keg ia tan  

Eksp lo ras i  Bahan  Gal ian  Emas  DMP di  Wilayah /Lokas i  yang  

te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara  dan  Kecamatan  Lanta r i  

Jaya  Kabupaten  Bombana  Prop ins i  Sulawes i  Tenggara  se luas  

2000  Ha.  Beker ja  sama dengan  Kadis  Per tambangan  Kabupaten  

Bombana.

  

3. Membebankan  kepada  PENGGUGAT b iaya  yang  t imbu l  dalam perkara  in i .  

      Atau  bi l a  Maje l i s  Pemer iksaan  Perkara  mempunya i  pendapat  la i n ,  

mohon  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo  et  bono)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,   bahwa   atas   gugatan   Penggugat   te rsebu t ,  

Terguga t  I I  In te r vens i  mengajukan  jawaban/Ekseps i  te r t angga l    24  

Maret  2010 sebaga i  ber i ku t  :

  A.  TENTANG . . . . . . . .
-  19 -

A.  TENTANG EKSEPSI DALUARSA :

1. Bahwa gugatan  para  Penggugat  yang  d ia jukan  dan dida f t a r kan  d i  
Kepani t e raan  pada Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i  tangga l  12 
Januar i  2010,  sedangkan  obyek  perkara  yakn i  Sura t  Keputusan  
Bupat i  Bombana :

a.  Keputusan   Bupat i    Bombana    (Terguga t )     Nomor :  
340a,   te r t angga l  4 Nopember  2008 Tentang  Perse tu j uan  
Pencadangan  Wilayah  Per tambangan  PT.  Anugerah  Alam Buana 
Indones ia ,  untuk  Bahan gal i an  Emas Dmp kepada  PT.  Anugerah  
Alam Buana Indones ia  bera lamt  d i  J l .  Raya Panta i  Indah  Kapuk  
No.  1 Kompleks  TOHO Blok  A No.  12 Kel .  Kamal  Muara ,  Kec.  
Penja r i ngan  Jakar ta  Utara  untuk  melakukan  keg ia tan  Eksp lo ras i  
Bahan Gal ian  Emas  Dmp diw i l ayah / l o kas i  yang  te r l e t a k  d i  
Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  kabupaten  Bombana Prop.  Sul t r a  
se luas  2000 Ha beker ja  sama dengan  Kadis  Per tambangan  
Kabupaten  Bombana ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Keputusan  Bupat i  Bombana (Terguga t )  Nomor :  342a te r t angga l  5 
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Nopember  2008 Tentang  Pember ian  Iz i n  Eksp lo ras i  Per tambangan  
Bahan gal i an  Emas Dmp untuk  jangka  waktu  1 (sa tu )  tahun  kepada  
PT.  Anugerah  Alam Buana Indone isa ,  bera lamat  d i  J l .  Raya 
Panta i  Indah  Kapuk No.  1 Kompleks  TOHO Blok  A No.  12 Kel .  
Kamal  Muara,  Kec.  Penja r i ngan   Jakar t a  Utara  untuk  melakukan  
keg ia tan  Eksp lo ras i  Bahan Gal ian  Emas  Dmp diw i l ayah / l o kas i  
yang  te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  kabupaten  Bombana 
Prop.  Sul t r a  se luas  2000 Ha beker j a  sama dengan  Kadis  
Per tambangan  Kabupaten  Bombana :

- Keputusan  Bupat i  Bombana No.  340 a te lah  d i te rb i t k an  dan  
diumumkan pada tangga l  4 Nopember  2008,  in i pun  se jak  
di te rb i t k an   te lah   dike tahu i  o leh  umum dan para  Penggugat  
send i r i  (  Bukt i  T. I I . 1 a  )  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -

- Keputusan  Bupat i  Bombana  No.  342  a  te lah  d i te rb i t k an  dan  

diumumkan  pada  tangga l  5  Nopember  2008,  in i pun  se jak  

di te rb i t k an   te lah   dike tahu i  o leh   umum dan para  Penggugat  

send i r i  

(  Bukt i  T. I I . 1 a  )  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa gugatan  para  Penggugat  mengajukan  gugatannya  ke Pengadi l an  
Tata  Usaha Negara  Kendar i  te rbuk t i  secara  sah te lah  lewat  tenggang  
waktu  se lama    433   (  empat   ra tus   t i ga   pu luh  t i ga  )    har i  
se jak    d ike lua r kannya  /

 
di t e rb i t k annya  . . . . . . .

-  20 -

di t e rb i t k annya  Sura t  Keputusan  Bupat i  Bombana Nomor :  340 a 
te r t angga l  4 Nopember  2008 dan Sura t  Keputusan  Bupat i  Bombana 
Nomor :  342 a te r t angga l  5 Nopember  2008 ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sehingga  secara  eksp l i s i t  menyatakan  set i ap  gugatan  yang  harus  
dia jukan  ke Pengad i l an  ta ta  Usaha Negara  dengan  tenggang  waktu  90 
(sembi l an  puluh  )  har i   se jak  saat  di t e r imanya  atau  diumumkannya  
Keputusan  badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara ,  maka gugatan  
Penggugat  te lah  melampaui  batas  tenggang  waktu  90 (sembi l an  pu luh)  
har i  sebaga imana  d ia tu r  da lam Pasal  55 Undang- Undang Nomor :  5 Tahun  
1986,  hal  mana sesua i  dengan  keten tuan  sebaga i  ber i ku t  :

 

Pasa l  55 UU No.  5 Tahun 1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  
sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  UU No.  9 Tahun 2004.
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”  Gugatan  dapat  dia jukan  hanya  dalam tenggang  waktu  90 (sembi l an  
pu luh)  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  d i t e r imanya  atau  d iumumkannya  
Keputusan  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ”

Bahwa Gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  tenggang  waktu  atau  da luarsa  
karena  t i dak  sesua i  dengan keten tuan  sebaga imana  d ia tu r  da lam Pasal  
55 UU No.  5 Tahun 1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  
sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  UU No.  9 tahun  2004.

Bahwa oleh  karena  gugatan  incasu  yang  d ia jukan  sudah  lewat  tenggang  
waktu ,  maka sudah  sewaja rnya  j i ka  Terguga t  I I  In te r vens i  memohon 
kepada  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  perkara  in i  agar  Ekseps i  Terguga t  
I I  In te r vens i  dapat  d i t e r ima  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B.  KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa sete l ah  membaca dasar - dasar  atau  alasan- alasan  gugatan  
Penggugat  yang  diu ra i kan  dalam pokok  perkaranya  ada lah  hak  
Perdata  dar i  Penggugat  ya i t u  Tentang  Kepemi l i k an  Hak Ulaya t  (Hak  
Adat )  ;  - - - - - - - - -

2. Bahwa apab i l a  Hak Perdata  para  Penggugat  d iu ra i kan  karena  
Pelaksanaan  iz i n  per tambangan  yang  d iber i kan  kepada  Tergugat  I I  
In te r vens i ,  maka para  Penggugat  dapat  mengajukan  Perda ta  ke  
Pengadi l an  Neger i  yang  berwenang  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C.  DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sega la  yang  te lah  Terggugat  I I  In te r vens i  ura i kan  da lam 
ekseps i  

 
te rdahu lu  . . . . . . . .

-  21 -

te rdahu lu  secara  muta t i s  mutand is  d ianggap  te rmuat  dan d iu lang i  
kembal i  da lam pokok  perkara  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

         

2. Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  dengan  tegas  membantah  dan menolak  
dengan tegas  dal i l - da l i l  gugatan  para  Penggugat  kecua l i  apa yang  
secara  tegas  Terguga t  I I  In te r vens i  aku i  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa Surat  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  d ike lua r kan  o leh  

26
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Terguga t  No.  340 a te r t angga l  4 Nopember  2008 ten tang  perse tu j uan  
Pencadangan  Wilayah  Per tambangan  PT.  Anugerah  Alam Buana 
Indones ia  untuk  bahan gal i an  Emas DMP dan Keputusan  Tata  Usaha  
Negara  yang  dke lua rkan  o leh  Terguga t  No.  342 a te r t angga l  5  
Nopember  2008 ten tang  Pember ian  Iz i n  Eksp lo ras i  Per tambangan  
Bahan gal i an  Emas DMP untuk  jangka  waktu  1 (sa tu )  Tahun adalah  
sah  secara  hukum karena  Tergugat  mengeluarkan  Keputusan  yang  
menjad i  obyek  gugatan  dalam perka ra  in i  sesua i  dengan azas- azas  
Umum Pemer in tahan  Yang Baik  ya i t u  :

a. Sesua i  azas  Kepast i an  hukum,  dengan  merespon  n ia t  baik  PT.  
Anugerah  Alam Buana Indones ia  untuk  ber inves tas i  d idaerah  Kab.  
Bombana.  Seandainya  Terguga t  t i dak  mengeluarkan  Keputusan  yang  
dimaksud  berar t i  Terguga t  te lah  mencip takan  Ket i dakpas t i an  
hukum ;  -

b. Sesua i  dengan azas  Kecermatan ,  karena  Terguga t  member ikan  i z i n  
kepada  PT.  Anugerah  Alam Buana Indones ia  d ia tas  tanah  negara  
dan Permohonan dar i  PT.  Anugerah  Alam Buana Indones ia  te lah  
mela lu i  prosedur  ber jen j ang  dan dicek   secara  cermat  o leh  
Terguga t  mula i  dar i  Lega l i t a s  perusahaan  sampai  kepada  
kesed iaan  perusahaan  PT.  Anugerah  Alam Buana Indones ia  
te rsebu t  mentaat i  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  
dan mencermat i  kear i f an - kear i f an  loka l  yang  dianu t  ser ta  
dipe l i ha ra  o leh  masyaraka t  setempat  ;  - - - - - - - - - - - -

c. Sesua i  dengan azas  Kehat i - hat i an ,  karena  in te r va l  waktu  dar i  
permohonan PT.  Anugerah  Alam Buana Indones ia  kepada  Tergugat  
sampai  te rb i t n ya  keputusan  Tergugat  (obyek  sengketa )  berbu lan -
bu lan  lamanya,  agar  di l akukan  pengecekan ,  baik  berkas  
permohonan maupun lokas i  tambang yang  d iber i kan .  Jad i  
Keputusan  Terguga t  te rsebu t  t i dak  d ike lua r kan  secara  sembrono  
dan t i dak  secara  Asal - asa lan  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    d.  
Tindakan  . . . . . . . .
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d. Tindakan  Terguga t  mengeluarkan  keputusan  (obyek  gugatan)  jauh  
dar i  kesewenang- wenangan karena  Tergugat  t i dak  meng-
Is t imewakan  Tergugat   I I   In te r vens i   karena  te rbuk t i  Terguga t  
te l ah  member ikan  i z i n  

usaha  per tambangan  kepada  perusahaan  la in  yang  memenuhi  syara t  
sesua i  atu ran  perundang- undangan  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa Surat  Keputusan  Bupat i  Bombana No.  340 a te r t angga l  4 
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Nopember  2008 dan No.  342 a te r t angga l  5 Nopember  2008 te rsebu t  
dia tas  t i dak  ber ten tangan  dengan  Undang- undang  dan pera tu ran  yang  
ber laku  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa Surat  Keputusan  Buapt i  Bombana No.  340  a te r t angga l  4 

Nopember  2008 dan No.  342 a te r t angga l  5 Nopember  2008 te l ah  

sesua i  sebaga imana  yang  d imaksud  dalam Undang- undang  Nomor :  

28 Tahun 1999 Tentang  Penye lenggaraan  Negara  yang  bers ih  dan  

bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme  dan  juga  te lah  

mel ipu t i  dar i  azas  :

- Kepast i an  Hukum.

- Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara .

- Keterbukaan

- Propors i ona l i t a s

- Profes i ona l i t a s

- Akuntab i l i t a s .

6. Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  In  l i t i s  adalah  Sura t  

Keputusan  yang  te l ah  di te rb i t k an  sesua i  dengan  mekanisme  

yang  te l ah  dia tu r  oleh  keten tuan  Perundang- undangan  yang  

ber laku  ba ik  ten tang  kewenangan  Terguga t  maupun  keten tuan-

keten tuan  la i n  yang  mengatu r  mengenai  persyara tan -

persyara tan  untuk  member ikan  i z i n  per tambangan  sebaga i  

ber i ku t  :

a. Undang- undang No.  32 Tahun 2004 Tentang  Pemer in tahan  Daerah  
Pasal  25 huruf  G

- Kepala  Daerah  mempunyai  tugas  dan wewenang :  Melaksanakan  
tugas  dan wewenang sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang-
undangan.

b. Undang- undang No.  11 Tahun 1967 Tentang  Keten tuan- keten tuan  
Pokok     Per tambangan   jo   Pera tu ran  Pemer in tah  No.   75  Tahun  
2001 

          Tentang  . . . .
. . . .
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Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  32 Tahun  

28
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1969 ;

Pasal  1 ayat  1 dan 2 

- Ayat  1 :  Set iap  usaha  per tambangan  bahan gal i an  yang  
te rmasuk  dalam golongan  bahan gal i an  st ra t eg i s  dan  
go longan  bahan gal i an  v i t a l ,  baru  dapat  di l aksanakan  
apab i l a  te r l eb i h  dahu lu  te lah  mendapat  kuasa  
per tambangan.

- Ayat  2 : Kuasa Per tambangan  sebaga imana  dalam ayat  (1 )  
dapat  d iber i kan  oleh  :

A.  Bupat i /Wa l i k o t a  apab i l a  wi layah  kuasa  per tambangannya  
te r l e t a k  dalam wi layah  Kab/Ko ta  atau  d iw i l a yah  lau t  
sampai  4 (empat )  Mi l  lau t .

Pasa l  2 ayat  4

- Sura t  Keputusan  pember ian  kuasa  per tambangan  yang  d iber i kan  

oleh  Menter i ,  Gubernur ,  Bupat i /Wa l i k o t a  sesua i  kewenangannya  

kepada  perusahaan  negara ,  perusahaan  Daerah ,  badan  usaha  

swasta  atau  pero rangan  untuk  melaksanakan  usaha  per tambangan  

yang  mel ipu t i  set i ap  keg ia tan  peny id i kan  umum,  eskp lo ras i ,  

eksp lo i t a s i ,  penge lo l aan  dan  pemurn ian  ser ta  pengangku tan  

dan  pen jua lan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Pasa l  9 ayat  2 dan 3.

- Ayat  2 : Kuasa per tambangan  eksp lo ras i  d ibe r i kan  oleh  
Menter i ,  Gubernur ,  Bupat i /Wa l i k o t a  sesua i  kewenangannya  
untuk  jangka  waktu  pa l i ng  lama 3 ( t i ga )  tahun  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ayat  3 : Menter i ,  Gubernur ,  Bupat i /Wa l i k o t a  sesua i  
kewenangannya  dapat  d iperpan jang  jangka  waktunya  
sebaga imana  d imaksud  ayat  (2 )  sebanyak  2 (dua)  ka l i ,  
set i ap  ka l i n ya  untuk  jangka  waktu  1 (sa tu )  tahun  atas  
permin taan  yang  bersangku tan ,  yang  harus  d ia jukan  
sebe lum berakh i r nya  jangka  waktu  yang  d i te t apkan  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa dal i l  gugatan  Penggugat  poin t  2 sampai  10 t i dak  per l u  lag i  
dipe rsoa l kan  dengan  per t imbangan  hukum sebag i  ber i ku t  :

1. Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor :  75 tahun  2001,  
Pasal  17 ayat  1 dan 2 :

          Ayat  

Disclaimer
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Ayat  1 : Sebelum Menter i  atau  Gubernur  sesua i  kewenangannya  
menyetu ju i  permohonan kuasa  per tambangan  eksp lo ras i  dan atau  
kuasa  per tambangan  eksp lo ras i  dan atau  kuasa  per tambangan  
eksp lo i t a s i ,  te r l eb i h  dahu lu  :

a. Menter i  sesua i  kewenangannya  meminta  pendapat  dar i  
Gubernur  dan Bupat i /wa l i k o t a  d imana usaha  per tambangan  
i t u  berada .

b. Gubernur  sesua i  kewenangannya  meminta  pendapat  dar i  
Bupat i /Wa l i k o t a  dimana usaha  per tambangan  i t u  berada  ;  
- - - - -

Ayat  2 : Mereka  yang  mempunya i  hak  atas  tanah  atau  mereka  
yang  berkepen t i nagn  yang  akan  mendapatkan  kerug ian  
karena  adanya  pember ian  kuasa  per tambangan  dapat  
dia jukan  kebera tan  kepada  Bupat i /Wa l i k o t a  d imana usaha  
berada  pal i ng  lambat  dalam jangka  waktu  3 ( t i ga )  bulan  
sesudah  d ike lua r kan  sura t  pendapat  sebaga imana  dimaksud  
da lam ayat  1 ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa sesua i  dengan  sura t  pernya taan  Yohanis  Powatu  di  Jakar ta  
pada waktu  datang  kepada  p ihak  PT.  Anugerah  Alam Buana 
Indones ia ,  PT.  Panca Logam Nusanta ra  (Grup  PT.  Panca Logam 
Makmur  )  tangga l  21 Apr i l  2009 yang  disaks i kan  oleh  Ny.  Hj .  
Bet t y  Mar l i na  Pimpie ,  Merry  Febr ian t i ,  Rumbayani  membuat  
pernya taan  yang  is i nya  :

- Menyatakan  ”  Bahwa t i dak  akan  pernah  menyerahkan  bahkan  
mengal i hkan  Hak tanah  u laya t  mi l i k  ke lua rga  Mokole  U 
Rumbia  ,  Alm.  H.  Ip imp ie   yang  te r l e t a k  d i  lkas i  kuasa  
per tambangan  PT.  Panca Logam Makmur,  PT.  Panca Logam 
Nusanta r ,  PT.  Anugerah  Alam Buana dengan  luas  daerah  
kese lu ruhan  ± 5.200  Ha kepada  inves to r  la i n  bahkan  
perusahaan  la i n ,  (Bukt i  T. I I . 2 )  ;

Dar i  sura t  pernya taan  te rsebu t  bisa  kami  s impu lkan  bahwa 
Yohanis  Powatu  (Penggugat )  se jak  20 Apr i l  2009 te lah  
mengetahu i  bahwa PT.  Anugerah  Alam Buana te lah  mempunya i  i z i n  
eksp lo ras i  per tambangan,  dan i z i n  perse tu j uan  pencadangan  
diw i l a yah  yang  d ik la im  Penggugat  dan t i dak  te rban tahkan  lag i  
sebaga i  ber i ku t  :

         a.  

30
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a. Bahwa gugatan  para  Penggugat  te lah  lewat  waktu  90 
(sembi l an  puluh)  har i  dengan  te rbuk t i n ya  Penggugat  
membuat  sura t  pernya taan  te r t angga l  21 Apr i l  2009 .

b. Bahwa kedatangan  Penggugat  ke Jakar ta  menunjukkan  bahwa 
penye lesa ian  masalah  mereka  yang  berkepen t i ngan  yang  
akan  mendapat  kerug ian  karena  adanya  pember ian  kuasa  
per tambangan  kepada  PT.  Anugerah  Alam Buana te lah  
se lesa i  dan d ike tahu i  o leh  Penggugat  send i r i  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa gugatan  Penggugat  pada poin t  14 ada lah  Tidak  Benar .

1. Karena  se lu ruh  ahl i  war i s  dar i  a lmarhum I  Pimpie  te lah  membuat  
per jan j i a n  bagi  has i l  dengan  PT.  Panca Logam Makmur  (  Induk  
Perusahaan  PT.  Anugerah  Alam Buana,  PT.  Panca Logam Nusanta ra )  
dihadapan  Notar i s  Muhamad Nurung,  SH tangga l  20 januar i  2009  
yang  dalam hal  in i  d i t anda tangan i  o leh  pihak  ahl i  war is  H.  
Pimpie ,  Hj .  Bet t y  mar l i na ,  Bsc,  Hj .  Sumiar t i  Pimpie ,  Al f i an  
Pimpie ,  SH Harman Pimpie ,  S.E,  Muhamad Syukur  Pimpie .

2. Bahwa dalam sura t  pernya taan  d ia tas  matera i  6000  te r t angga l  20  

Februar i  2010 menyatakan  dengan  sesungguhnya  :

- Bahwa saya  merasa  t i dak  pernah  menandatangan i  sura t  
yang  ber tu j uan  member ikan  kuasa  kepada  seseorang  untuk  
mengajukan  gugatan  kepada  Pemer in tah  daerah  Bombana di  
Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  dan atau  d i  Pengadi l an  
manapun.

- Bahwa ka lau  te rnya ta  pernah  ada tanda  tangan  saya  dan  
atau  cap  jempol  saya  te r t e r a  dalam sebuah  sura t  yang  
ber tu j uan  seo lah - o lah  untuk  menggugat  kepada  Pemda 
Bombana dan atau  p ihak  te r t en tu ,  berar t i  ke jad ian  
te rsebu t  saya  te lah  menjad i  korban  pen ipuan  dar i  p ihak  
te r t en tu  yang  memanfaa tkan  kond is i  saya  yang  t i dak  
sempurna  peng l i ha t an  dan sudah  berus ia  lan ju t  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa saya  menegaskan  t i dak  akan  mengajukan  tun tu tan  dan atau  
gugatan  apapun  bentuknya  kepada  Pemer in tah  Daerah  Bombana 
mengenai    lahan   yang   dike lo l a   o leh   Group  Panca  Logam 
Makmur  

  ( Induk  . . . . . . .
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( Induk  perusahaan  PT.  Anugerah  Alam Buana,  PT.  Panca Logam 
Nusanta ra )  jus t r u  saya  dan put ra - put r i  saya  se laku  ahl i  war i s  
dar i  Mokole  I  Pimpie  mendukung sepenuhnya  Pemer in tah  daerah  
Bombana dalam member ikan  usaha  per tambangan  kepada  PT.  Panca  
Logam Makmur,  PT.  Anugerah  Alam Buana,  PT.  Panca Logam 
Nusanta ra  dan PT.  Agra  Min ing  Sejah te ra .

4. Bahwa saya  se laku  ah l i  war i s ,  i s t e r r i  dan semua anak- anak  saya  
yang  te rd i r i  dar i  8 (de lapan)  orang  anak  sebaga imana  yang  
te r t e ra  dalam sura t  war i s  ada lah  satu - satunya  p ihak  yang  
bers ta t us  sebaga i  ahl i  war i s  dar i  a lmarhum Mokole  I  Pimpie  
seka l i gus  satu - satunya  p ihak  yang  berhak  mengurus  dan mengatu r  
tanah- tanah  pen ingga lan  Almarhum Mokole  I  Pimpie  yang  berada  
di  Wilayah  Kab.  Bombana  (Bukt i  T. I I . 3 )  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Bahwa pada tangga l  6 Februar i  2010 dihadapan  Notar i s  Muhamad 
Nurung,  SH,  NY.  Hj .  R.  Emi  I  Pimpie  membuat  pernya taan  dan  
kesaks ian ,  in t i n ya  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa tanah- tanah  yang  d ike lo l a  oleh  Group  Perusahaan  PT.  

Panca  Logam  Makmur  ( i nduk  perusahaan  PT.  Anugerah  Alam 

Buana,  PT.  Panca Logam Nusanta ra )  ada lah  benar - benar  war isan  

adat  dar i  le l uhu r  Almarhum I  Pimpie  yang  saat  in i  sudah  

menjad i  hak  dar i  pada  anak  ketu runannya  yang  sah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2. Bahwa per lu  d i t egaskan ,  bahwa ah l i  war i s  Almarhum  I  Pimpie  

sepen ingga lnya  meningga lkan  seorang  is t e r i  dan  8  (de lapan)  

orang  anak  dan  t i dak  ada  p ihak  yang  b isa  menghalang i  para  

ah l i  war is  Almarhum  Raja  I  Pimpie  untuk  melakukan  

kesepaka tan  dengan  Group perusahaan  PT.  Panca Logam Makmur  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa bentuk  pembagian  has i l  yang  te lah  di l akukan  o leg  Group  

PT.  Panca  Logam Makmur  sangat l ah  adi l  dan  rea l i s t i s  karena  

para  ah l i  war is  I  Pimpie  te tap  diber i kan  sebahag ian  kec i l  

secara  langsung  sesua i  dengan  kewaja ran  dan  sesua i  dengan  

jumlah  ahl i  war i s .  Dip ihak  la i n ,  Group  perusahaan  pengelo l a  

sangat  d is i p l i n  dan  taa t  membayar  pa jak - pajak  dan  pemasukan  
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kepada  Pemer in tah  Daerah  untuk  kemaslaha tan  rakya t  luas  

(  Bukt i  T. I I . 4 )  ;

   Berdasarkan  . . . . . . .

-  27 -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  maka dengan  in i  Terguga t  I I  
In te r vens i  mohon   kepada  Maje l i s  Hakim yang  mul ia  yang  memer iksa  
perka ra  No.  01/G/2010 /PTUN- KDI  untuk  memutus  :

DALAM EKSEPSI

- Mener ima  Ekseps i  Terguga t  untuk  se lu ruhnya  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan  Tergugat  I I  In te r vens i  sebaga i  INTERVENIENT yang  benar  

; -

2. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  tanpa  te rkecua l i  ;  

- - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Sah :

a. Keputusan  Bupat i  Bombana (Terguga t )  Nomor :  340a,  te r t angga l  4 
Nopember  2008 Tentang  Perse tu j uan  Pencadangan  Wi layah  
Per tambangan  PT.  Anugerah  Alam Buana Indones ia ,  untuk  Bahan  
ga l i an  Emas Dmp kepada  PT.  Anugerah  Alam Buana Indones ia  
bera lamt  d i  J l .  Raya Panta i  Indah  Kapuk  No.  1 Kompleks  TOHO 
Blok  A No.  12 Kel .  Kamal  Muara,  Kec.  Penja r i ngan  Jakar ta  Utara  
untuk  melakukan  keg ia tan  Eksp lo ras i  Bahan Gal ian  Emas  Dmp 
diw i l a yah / l o kas i  yang  te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  
kabupaten  Bombana Prop.  Sul t r a  se luas  2000 Ha beker ja  sama 
dengan Kadis  Per tambangan  Kabupaten  Bombana ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Keputusan  Bupat i  Bombana (Terguga t )  Nomor :  342a te r t angga l  5 
Nopember  2008 Tentang  Pember ian  Iz i n  Eksp lo ras i  Per tambangan  
Bahan gal i an  Emas Dmp untuk  jangka  waktu  1 (sa tu )  tahun  kepada  
PT.  Anugerah  Alam Buana Indones ia ,  bera lamat  d i  J l .  Raya 
Panta i  Indah  Kapuk No.  1 Kompleks  TOHO Blok  A No.  12 Kel .  
Kamal  Muara,  Kec.  Penja r i ngan  Jakar ta  Utara  untuk  melakukan  
keg ia tan  Eksp lo ras i  Bahan Gal ian  Emas  Dmp diw i l ayah / l o kas i  
yang  te r l e t a k  d i  Kecamatan  Rarowatu  Utara ,  kabupaten  Bombana 
Prop.  Sul t r a  se luas  2000 Ha beker j a  sama dengan  Kadis  
Per tambangan  Kabupaten  Bombana :  - - - - -

4. Menghukum para  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  yang  t imbu l  ak iba t  
perka ra  in i  :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa atas  Jawaban/Ekseps i  Terguga t ,  Penggugat  
mengajukan    Repl i knya    te r t angga l   07  Apr i l   2010   dan  atas  
Jawaban/Ekseps i  

 
Terguga t  . . . . . . .

-  28 -

Terguga t  I I  In te r vens i  te rsebu t  Penggugat  mengajukan  Repl i knya  
te r t angga l   22 Apr i l  2010,  dan atas  Repl i k  Penggugat ,  Terguga t  
mengajukan  Dupl i knya  te r t angga l  07 Apr i l  2010,  dan Tergugat  I I  
In te r vens i  mengajukan  Dupl i k  22 Apr i l  2010  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l  gugatannya  Penggugat  

dipers i dangan  te lah    mengajukan     a la t - a la t  bukt i   berupa   fo to  copy  

sura t - sura t  yang  te lah  d imate ra i kan  dengan    cukup,    dan   te lah  

dicocokkan  dengan  as l i nya ,  diber i  tanda  P- 1 S/d  P- 21,  dengan  per inc i an  

sebaga i  ber i ku t  :

1. Bukt i  P.1   : Daf ta r  data  sementa ra  143  Kera jaan  /  Kesu l tanan  /  

Penambahan /  Pur i  /  Puro /Lembaga  adat  Kera ton  se  Nusanta ra  

di  Jakar ta ,  yang  di i den t i f i k a s i  oleh  Lembaga  Pengamatan  

Penel i t i a n  Kra ton - kra ton  Se  Nusanta ra  (  LP2K,  Kera jaan  

Rumbia / l embaga  adat  Moronene  te rda f t a r  Nomor  uru t  :  116,  

te r t angga l  20  Oktober  2009,  dengan  pemangku  adatnya  :  M.  

Nasi r  dan  Yohanis  Powatu  (P . I ) ,  d ibe r i  tanda   P.1  (Fo to  

copy  sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - - - - - - - - -

2. Bukt i  P.2 : Sura t    Keterangan   dar i  Sekre ta r i s  Jendera l   Forum 

Si la t u rahmi  Kera t ron  Se- Nusanta ra  (FSKN)  Pusat ,  Nomor  :  

02/Rek /FSKN/X/2009 ,  te r t angga l  09  Oktober  2009,  diber i  

tanda   P.2  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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3. Bukt i  P.3 : Sura t    Tanda    Ter ima   Pember i t ahuan    Keberadaan  

Organ isas i  

(STTPKO)  Nomor  :  210/109 /Kesbang/2009 ,  te r t angga l  19  

Nopember  2009,  d iber i  tanda  P.3  (  Foto  copy  sesua i  dengan  

as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P.4 : Sura t    Keputusan  Nomor  :  05/SK/LAMKER/I /2010  Tentang  

Susunan  Pengurus  Forum  Si la t u r ahmi  Kera ton  SeNUsanta ra  

(FSKN)  Lembaga  Adat  Moronene  Kera jaan  Rumbia  (LAMKER)  dan  

Badan- badan  Pengurus  Lembaga  Adat  Moronene  Kabupaten  

Bombana,  te r t angga l  10  Januar i  2010,  dibe r i  tanda  P.4  

(  Foto  copy  sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P.5 : Piagam  Penghargaan  Bupat i  Bombana  Kepada  Mokole  

Rumbia  Ferd inan  Bawea Powatu ,  te r t angga l  18 Desember  2009,  

diber i  tanda  P.5  (  Foto  copy  sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   6.  Bukt i  P.6  :  ……

-  29 -

6.   Bukt i  P.6   :   Sura t    Keterangan    Warisan    dar i      Alm.   I  

Pimpie ,   te r t angga l   7  Apr i l   1989,  d iber i   tanda   P.6  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya ,  as l i nya  ada  pada  

Penggugat )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. Bukt i  P.7 : Sura t  dar i  PT.  Bar i t o  Paci f i c  Timber  Tbk,  Per iha l  :  

Pengembal i an  Lahan  kepada  Masyaraka t  mela lu i  Pak  Dirman  

S.Pd,    te r t angga l  16  Agustus  2007,   d ibe r i  tanda  P.7  

(  Foto  copy  sesua i  dengan  fo to  copynya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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8. Bukt i  P.8 : Sura t  dar i  Kepala   Dinas  Kehutanan    ,  Per iha l  :  Sura t  

Keterangan  Lokas i    tanah    Ulaya t     Masyaraka t ,    Nomor  

:    503/164 .a /2007 ,     te r t angga l   12  Ju l i   2007,  

diber i   tanda      P.8  (  Foto  copy  sesua i  dengan  as l i nya  )  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P.9 : Sura t  Penyampaian  dan  Permohonan  kepada  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Prov .  Sul t r a ,   te r t angga l  5 Ju l i  2009,   d ibe r i  

tanda   P.9  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P.10 : Sura t  dar i  Kepala   Dinas  Kehutanan  ,  Per iha l  :  

Hutan  Adat /U laya t ,  Nomor  :  508.1 /425 /KDS,  te r t angga l  24  

Ju l i   2009,   d ibe r i  tanda  P.10  (  Foto  copy  sesua i  dengan  

as l i n ya  )  ;  - - - - - - - - - - - -

11.  Bukt i  P.11 : Sura t  Bukt i  Kuasa  Hukum  para  Penggugat  menemui  

Kadis  Per tambangan  Kabupaten  Bombana  untuk  Konsu l t as i  

mengenai  lahan  PT.  Panca Logam Nusanta ra  dan PT.  Anugerah  

Alam Buana  Indones ia ,   te r t angga l  7 – 01 -  2010,   dibe r i  

tanda   P.11  (  Foto  copy  sesua i  dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.   Bukt i  P.12  : Sura t   Per jan j i a n   Bagi  Hasi l  Antara  Segenap  

Ahl i  Waris  dar i  Alm.  Ip imp ie  dengan  PT.  Panca  Logam 

Makmur,  te r t angga l   02- 01- 2009,  d iber i  tanda  TI I .  In t v  11  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya ,  as l i  ada  pada  Tergugat  

I I  In te r vens i  )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

13. Bukt i  P.13 : Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l ,        Nomor    :    5   Tahun  

1999    Tentang       Pedoman

Penye lesa ian  Hak  Ulaya t  Masyaraka t  Hukum Adat ,   d ibe r i  
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tanda   P.13  (Fo to  copy  sesua i  dengan  fo to  copynya)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         14.  Bukt i  P.14  :  
…….

-  30 -

14. Bukt i  P.14 : Undang- undang  Nomor  :  41  Tahun  1999  

Tentang  Kehutanan  Pasa l  5  ayat  3,   d ibe r i  tanda  

P.14  (Fo to  copy  sesua i  dengan  fo to  copynya)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P.15 : Eks is t ens i  Masyaraka t  Hukum  Adat  

Buton  sebaga i  Bagian  Masyaraka t  Adat  Indones ia  

oleh  :  DR.  HC.L.M.  Syar i f  Makmun,  dibe r i  tanda   P.15  

(Fo to  copy  sesua i  dengan fo to  copynya)  ;  - - - - -

16. Bukt i  P.16 : Undang- undang  Nomor  :  4  Tahun  2009  

Tentang  Per tambangan  Minera l  dan  Batubara  Pasa l  8 

ayat  (1 )  c  dan  Pasa l  39   ayat  (1 )  huru f  I  dan  ayat  

(2 )  huru f  q,  d ibe r i  tanda  P.16  (Foto  copy  sesua i  

dengan  fo to  copynya)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

17. Bukt i  P.17 : Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  39  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Fas i l i t a s i  

Organ isas i  Kemasyaraka tan  Bidang  Kebudayaan,  Kera ton  

dan  Lembaga  Adat  Dalam Peles ta r i an  dan  Pengembangan  

Budaya  Daerah  Pasa l  2  dan  Pasa l  4  huru f  b,  d iber i  

tanda  P.17  (Foto  copy  sesua i  dengan  fo to  copynya)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P.18 : Putusan  Pengadi l an  Agama  Bau- bau 

Nomor  :  07/Pd t .P .2006 /PAB,  te r t angga l  30  Nopember  

2006  M,  dibe r i  tanda  P.18   (Foto  copy  sesua i  dengan  

Disclaimer
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fo to  copynya)  ;  - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  P.19 : Sura t  kuasa  dar i  Hj .  Rol ina .  Emy 

Powatu  kepada  Yohanis  Powatu ,  te r t angga l  09  Ju l i  

2008,  d ibe r i  tanda  P.19  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  P.20 : Ber i t a  Acara  Pengangkatan  Pemangku  

Adat /Tokoh- Tokoh  Adat  Moronene  Kera jaan  Rumbia  

Kabupaten  Bombana,  te r t angga l  4 Januar i  2010,  d ibe r i  

tanda  P.20  (Foto  copy  sesua i  dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i  P.21 : Foto  peresmian  Pengangkatan  Ketua  

Adat  Rumbia  Yohanis  Powatu ,  d ibe r i  tanda  P.21   (Foto  

copy  sesua i  dengan as l i nya  )  ; -  

- - - - - - -   Menimbang,   bahwa   untuk   menguatkan    dal i l   sangka lannya  

Terguga t   d ipe rs i dangan  te lah  mengajukan  ala t - ala t  bukt i  berupa  fo to  

copy  sura t - sura t  yang

 

te l ah  . . . . . .

-  31 -

te l ah    d imate ra i kan   dengan    cukup    dan  te l ah  pula  d icocokkan  

dengan as l i n ya ,  

masing- masing  d iber i  tanda  T.1  S/d  T.8 ,   dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Bukt i  T.1 : Sura t   Keputusan    Bupat i   Bombana  Nomor  :  340.a  TAHUN 

2008

Tentang  Perse tu j uan  Pencadangan  Wilayah  Per tambangan  PT.  

38
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ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA,  te r t angga l  4 November  2008,  

diber i  tanda  T.1  (  Foto  copy  sesua i  dengan  as l i n ya  )    ;  

- - - - - -

2.   Bukt i  T.2 : Sura t   Keputusan    Bupat i   Bombana  Nomor  :  342.a  

TAHUN 2008

Tentang  Pember ian  Iz i n  Eksp lo ras i  Per tambangan  Bahan 

Gal ian  Emas DMP untuk  jangka  waktu  1  (sa tu )  Tahun  kepada  

PT.  ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA,  te r t angga l  5  November  

2008,  d iber i  tanda  T.2  (  Foto  copy  sesua i  dengan  as l i n ya  )  

;  - - - - - -

3. Bukt i  T.3 : Sura t    Tanda    Ter ima   Pember i t ahuan    Keberadaan  

Organ isas i  

(STTPKO)  Nomor  :  210/109 /Kesbang/2009 ,  te r t angga l  19  

Nopember  2009,  d iber i  tanda  P.3  (  Foto  copy  sesua i  dengan  

as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T.4 : Sura t  dar i  Pemangku  Adat  Moronene,  Per iha l  :  

Permohonan  Pendaf ta ran  Lembaga Adat  Moronene  Kec.  Rarowatu  

Kera jaan  Rumbia    dengan     Daf ta r     Susunan    Pengurus  

Pemangku  Adat  Moronene  Kera jaan  Rumbia  ( te r l amp i r ) ,  

Nomor  :  01/LAM/KR/XI / 2009 ,  te r t angga l   Nopember  2009,  

diber i  tanda  T.4  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5. Bukt i  T.5 : Sura t  Keterangan  dar i  Dinas  Tenaga  Ker ja  Transmigras i  

dan  Kesejah te raan  Sosia l  ten tang  Relokas i  (perp i ndahan)  

warga  Transmigras i  SP.  IV  s/d  IX ,  Nomor  :  

595.3 /067 / IV / 2010 ,  te r t angga l   14 Apr i l  2010,  d iber i  tanda  

T.5  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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6. Bukt i  T.6 : Sura t  Pernya taan  dan  Kesaks ian  dar i  Is te r i  Mendiang  

Almarhum  I  Pimpie  bernama  Nyonya  Hj .  R.  Emi  I  Pimpie ,  

Waarmerk ing   Nomor  :  002/w/ I I / 2 010 ,  te r t angga l   06  

Februar i  2010,  d iber i  tanda  T.6  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i n ya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T.7 : Sura t  Pernya taan  dar i  Hj .  Rol ina  Emmy Powatu  yang  

menyatakan

     t i dak  ……

-  32 -

t i dak  akan  mengajukan  tun tu tan  dan  atau  gugatan  apapun  

bentuknya  kepada  Pemer in tah  Daerah  Bombana  mengenai  lahan  

yang  d ike lo l a  o leh  Grup  Panca  Logam Makmur  te rmasuk  PT.  

Anugerah  Alam BuanaIndones ia  te r t angga l   20 Februar i  2010,  

diber i  tanda  T.7  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T.8 : Sura t  dar i  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Sulawes i  Tenggara  

Per iha l  :  Hutan  Adat /U laya t  Nomor  :   508.1 /425 /KDST 

te r t angga l   24  Ju l i  2009,  d iber i  tanda  T.8  (Fo to  copy  

sesua i  dengan fo to  copynya)  ;  -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  sangka lannya  

Terguga t  I I  In te r vens i  d ipe rs i dangan  te lah  mengajukan  a la t - ala t  buk t i  

berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  te lah  d imate ra i kan  dengan  cukup  dan  

te l ah  pula  dicocokkan  dengan  as l i nya ,  masing- masing  dibe r i  tanda  

TI I . I n t v . 1  s/d  TI I . I n t v . 1 9  dengan  per inc i an  sebaga i  ber i ku t   :

1. Bukt i  TI I . I n t v  1 : Akta  Pendi r i an  Perseroan  Terba tas  PT.  ANUGERAH 

ALAM   BUANA  INDONESIA,  Nomor :  98 Tangga l  18 

40

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ju l i  2008,  d iber i   tanda  TI I .  In t v  1 (  Foto  copy  

sesua i  dengan  as l i nya  )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  TI I .  In t v  2 : Sura t  Iz i n  Usaha  Perdagangan  (  SIUP)- Besar ,  

Nomor  :  02152/1 .824 .272   te r t angga l    30  Jun i  

2009,  diber i   tanda  TI I . I n t v  2 (  Foto  copy  sesua i  

dengan as l i n ya  )   ;  

3. Bukt i  TI I . I n t v  3 : Sura t  Tanda  Daf ta r  Perusahaan,  Nomor  :  

09.01 .51 .27386  te r t angga l  22  Ju l i  2009,  dibe r i  

tanda  TI I .  In t v  3  (  Foto  copy  sesua i  dengan  

as l i n ya  )   ;  - - - - - - - -

4. Bukt i  TI I .  In t v  4  : Sura t    Keputusan    Bupat i    Bombana 

Nomor   :  342.a  TAHUN 2008  Tentang  Pember ian  Iz i n  

Eksp lo ras i  Per tambangan  Bahan  Gal ian  Emas  DMP 

untuk  jangka  waktu  1  (sa tu )  Tahun  kepada  PT.  

ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA,   te r t angga l  5 

November  20008,   d ibe r i  tanda  TI I .  In t v  4 (  Foto  

copy  sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  TI I . I n t v  5 : Sura t     Keputusan    Bupat i    Bombana 

Nomor  :  340.a  TAHUN  2008   Tentang    Perse tu j uan  

Pencadangan

          Wi layah  …….

-  33 -

Wi layah  Per tambangan  PT.  ANUGERAH ALAM BUANA 

INDONESIA,  te r t angga l  4  November  2008,  d iber i  

tanda  TI I .  In t v  5(  Foto  copy  sesua i  dengan  

as l i n ya  )    ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - -

6. Bukt i  TI I . I n t v  6 : Sura t  Pernya taan  dar i  Yohanis  Powatu  (Penggugat  

I )  te r t angga l   20  Apr i l  2009,  d iber i  tanda  TI I .  

In t v  6  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  TI I . I n t v  7 : Sura t     Pernya taan    dar i    Hj .   Rol i na    Emmy 

Powatu     yang  menyatakan  t i dak  akan  mengajukan  

tun tu tan  dan atau  gugatan  apapun  bentuknya  kepada  

Pemer in tah  Daerah  Bombana  mengenai  lahan  yang  

dike lo l a  o leh  Grup  Panca  Logam Makmur  te rmasuk  

PT.  Anugerah  Alam Buana  Indones ia  te r t angga l   20  

Februar i  2010,  d iber i  tanda  TI I . I n t v .  7  (Fo to  

copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

8. Bukt i  TI I . I n t v  8 : Sura t  Pernya taan  dan  Kesaks ian  dar i  Is te r i  

Mendiang  Almarhum I  Pimpie  bernama Nyonya  Hj .  R.  

Emi  I  Pimpie ,  Waarmerk ing   Nomor  :  002/w/ I I / 2 010 ,  

te r t angga l   06  Februar i  2010,  d iber i  tanda  TI I .  

In t v  8  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  TI I .  In t v  9 : Kut i pan  dar i  Daf ta r  Perbuatan  dan  Penetapan  

dar i  Pemer in t ah    Kera jaan     Sendi r i   d i   Buton  

No.  94/ZB 

te r t angga l   23 Mei  1950,  diber i  tanda  TI I .  In t v  9  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       

10. Bukt i  TI I .  In t v  10 : Sura t  Keterangan  Warisan  dar i  

Alm.  I  Pimpie ,  te r t angga l   7  Apr i l  1989  d iber i  

tanda  TI I .  In t v  10  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i n ya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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11. Bukt i  TI I .  In t v  11 : Sura t  Akta  Per jan j i a n  Bagi  Hasi l  

Antara  Segenap  Ahl i  Waris    dar i   Alm.  I  Pimpie  

dengan  PT.  Panca  Logam

 Makmur  dengan  No.  Akta  004/10 / I I / 2 009  dibua t  d i  

Notar i s  M.  Nurung,  SH.  M.Kn,  te r t angga l   03- 02-

2009,  d iber i  tanda  TI I .  In t v  11 (Fo to  copy  sesua i  

dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

   12.  Bukt i  
TI I . I n t v . 1 2  …….

-  34 -

12. Bukt i  TI I .  In t v  12 : Sura t  Akta  Per jan j i a n  Bagi  Hasi l  

Antara  Pihak  Per tama  :  Tuan  Abdul  Lat i f  Haba 

dengan  Pihak  Kedua :  1.  Tuan Fredd ie  Tan 2.  Tuan  

Leo  Chandra  Edward  qq.  Perseroan  Terba tas  PT.  

Panca Logam Makmur  No.  Akta  002/10 / I I / 2 009  d ibua t  

di  Notar i s  M.  Nurung ,  SH.  M.Kn,  te r t angga l   03-

02- 2009,  d iber i  tanda  TI I .  In t v  12  (Fo to  copy  

sesua i  dengan as l i nya )  ;  

13. Bukt i  TI I .  In t v  13 : Sura t  Kuasa  Agust i nus  Powatu  

kepada  Leo  Chandra  untuk  mengelo la    dengan  

memanfaa tkan     potens i    depos i t   Emas dengan  

bag i  has i l  sesua i  kesepaka tan  kedua  be lah  p ihak ,  

te r t angga l   6  Desember  2008,  d iber i  tanda  

TI I . I n t v 13  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

14. Bukt i  TI I .  In t v  14 : Sura t  Kuasa  dar i  I r .  Abd.  Hal i k  

Salaera ,  MSi  kepada  Leo  Chandra  untuk  mengelo la  

dengan  memanfaatkan  potens i  depos i t  Emas dengan  

bag i  has i l  sesua i  kesepaka tan  kedua  be lah  p ihak ,  
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te r t angga l   29 November  2008,  d iber i  tanda  TI I . 14  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  TI I . I n t v  15 : Sura t  Akta  Per jan j i a n  Sewa 

menyewa tanah  anta ra  Leo Chandra  Edward  (  qq.  PT.  

Panca  Logam Makmur)  dengan  Yohanis  Powatu  No.  

Akta  105/W/ IV /2010  d ibua t  di  Notar i s  M.  Nurung,  

SH.  M.Kn,  te r t angga l   2  November  2009,  dibe r i  

tanda  TI I .  In t v  15  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i n ya )  ;  - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  TI I .  In t v  16 : Sura t  Akta  Per jan j i a n  Sewa 

menyewa tanah  anta ra  Leo Chandra  Edward  (  qq.  PT.  

Panca  Logam  Makmur)   dengan  Nyonya  Hj .  Emmy 

Pimpie ,  No.  Akta

0825/W/ IV /2010  d ibua t  d i  Notar i s  M.  Nurung,  SH.  

M.Kn,  te r t angga l   01  Februar i  2010,  diber i  tanda  

TI I .  In t v  16 (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

 17.Buk t i  TI I . I n t v  17 : Ber i t a   Acara   Musyawarah  Lembaga  Adat  

Moronene  (LAM)  Pusat  Taubonto  Kabupaten  Bombana,  

te r t angga l    27  Februar i  2010,  d iber i  tanda  TI I .  

In t v  17 

    (  Foto  ……

-  35 -

(Fo to  copy  sesua i  dengan  fo to  copynya)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  TI I .  In t v  18 : Sura t  Keputusan ,  Nomor  :  

24/LAM/KPTS/ I I / 2 010  Tentang  St ruk tu r  Komposis i  

Pani t i a  Penobatan  Mokole  ke  Tujuh  Kabupaten  

44
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Bombana  Sulawes i  Tenggara ,   te r t angga l   4  Maret  

2010,  d iber i  tanda  TI I .  In t v  18 (Fo to  copy  sesua i  

dengan fo to  copynya)  ;  - - - - - -

19. Bukt i  TI I .  In t v  19 : Sura t  Keputusan  Nomor  :  

01/PPM/ I I I / 2 010  Tentang  Penetapan  Pani t i a  

Penobatan  Mokole  Rumbia  ke  VI I ,  te r t angga l   24  

Maret  2010,  diber i  tanda  TI I .  In t v  19 (Fo to  copy  

sesua i  dengan as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  se la i n  mengajukan  bukt i  sura t ,  Penggugat  

juga  mengajukan  3 (  t i ga  )  orang  Saks i   yang  bernama :

1. LM.  SYARIF MA’MUN ;  

2. MOKOLE  M. ANTAMA ALI  ;   

3. LA ODE SAAFI   BASARI ;

Semuanya  te lah  member ikan  kete rangan  dalam  pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum dan  dica ta t  dalam  ber i t a  acara  pers idangan  yang  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - Menimbang,  bahwa  se la i n  mengajukan  bukt i  sura t ,  Tergugat  

juga   mengajukan  2 orang  Saks i   ya i t u  1  Saks i  Ahl i  dan  1 Saks i  Fakta  

bernama :  

1. ANDI RAPIUDDIN,  S.Sos.  M.Hum  (  Saks i  ahl i  )  ;

2. DAHLAN, SE.  M.Si  ;  

keduanya  te lah  member ikan  kete rangan  dalam  pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum dan  dica ta t  dalam  ber i t a  acara  pers idangan  yang  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa se la i n  mengajukan  bukt i  sura t ,  Tergugat  I I  

In te r vens i  juga   mengajukan  3 ( t i ga )  orang  Saks i   bernama :  

1. MOHAMMAD NURUNG, SH.  M.Kn, ;

2. ARIEF DJAJA PIMPIE,SE ;
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3. SYAMSUL BAHRI ;

Semuanya  te lah  member ikan  kete rangan  dalam  pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum dan  dica ta t  dalam  ber i t a  acara  pers idangan  yang  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan putusan  in i  ;

    Menimbang …….

-  36 -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa untuk  melengkap i  pembukt i an  d ida lam perkara  

in i  Maje l i s  Hakim  te lah  melaksanakan  Pemer iksan  Setempat  pada  tangga l  

10  Mei  2010  d i  lokas i  tanah  yang  berka i t an  dengan  obyek  sengketa  yang  

te r l e t a k  di  Desa  Wumbubangka  Kecamatan  Rarowatu  Utara  Kabupaten  

Bombana,  yang  has i l n ya  te rmuat  da lam ber i t a  acara  pemer iksaan  setempat  

tanga l  10  Mei  2010  dan  merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  

putusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa Penggugat  dan Terguga t  ser ta  Tergugat  I I  

In te r vens i  te l ah  menyerahkan  kes impu lannya  masing- masing  

te r t angga l  18 Mei  2010 ;  - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  pada  akh i rnya  kedua  belah  pihak  

menyatakan  bahwa  mereka  t i dak  akan  mengajukan  apa- apa  lag i  dan  

se lan ju t nya  mohon putusan  ;  - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d i  

pers i dangan  te lah  dica ta t  da lam ber i t a  acara  s idang  dan merupakan  

suatu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te lah  diu ra i kan  te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - Menimbang,  bahwa objek  gugatan  dalam sengke ta  in i  ada lah  :

1. Keputusan  Bupat i  Bombana  Nomor  :   340  a te r t angga l  4  November  

2008  Tentang  Perse tu j uan   Pencadangan  Wilayah  Per tambangan  PT.  

Anugrah  Alam Buana Indones ia ,  untuk  bahan  ga l i an   emas Dmp kepada  

PT.  Anugrah  Alam Buana Indones ia ,  bera lamat  di  Ja lan  Raya  Panta i  

Indah  Kapuk  No.  1 Kompleks  Toho Blok  A No.  12 Jakar ta  Utara  untuk  

melakukan   keg ia tan  Eksp lo ras i  Bahan  Gal ian  Emas  Dmp  di  

wi layah / l o kas i  yang  te r l e t a k   d i  Kecamatan  Rarowatu ,  Kabupaten  

Bombana,  Prop.  Sulawes i  Tenggara ,  Seluas  2000  Ha  beker jasama  

dengan Dinas  Per tambangan  Kabupaten  Bombana ;

2. Keputusan  Bupat i  Bombana  Nomor  :  342  a  te r t angga l   5  November  

2008  Tentang  Pember ian  Iz i n  Eksp lo ras i  Per tambangan  Bahan  Gal ian  

Emas  Dmp untuk  jangka  waktu  1  (sa tu )  tahun  kepada  PT.  Anugrah  

Alam Buana Indones ia ,  bera lamat  di  Ja lan  Raya  Panta i  Indah  Kapuk  

No.  1  Kompleks  Toho    Blok   A   No.  12  Jakar t a   Utara ,   untuk  

melakukan   keg ia tan  Eksp lo ras i

  Bahan …….

-  37 -

Bahan Gal ian  Emas Dmp di  wi layah / l o kas i  yang  te r l e t a k   di  Kecamatan  

Rarowatu ,  Kabupaten  Bombana,  Prop.  Sulawes i  Tenggara ,  Seluas  2000 Ha 

beker j asama dengan Dinas  Per tambangan  Kabupaten  Bombana ;

Yang  d imohonkan  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  karena  di te rb i t k an  

t i dak  sesua i  dengan  Peratu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

ber ten tangan  dengan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  (v i de  

Pasa l  53  ayat  2  huru f  a  dan  b  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986,  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- undang  No.  51  Tahun  2009  

Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986,  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  sebe lum  memper t imbangkan  mengenai  pokok  

sengke ta  te r l eb i h  dahu lu  akan  d iper t imbangkan  ten tang  ekseps i  yang  

dia jukan  o leh  Terguga t  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  ;  

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi  :

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  p ihak  

Terguga t  te lah  menyampaikan  jawabannya,  te r t angga l  10  Maret  2010  

dipers i dangan ,  memuat  ekseps i  yang  pada  pokoknya  anta ra  la i n ,  ya i t u :  

- - - - - - - - - - - -

1. Bahwa Para  Penggugat  te lah  mengajukan  Gugatan  secara  kumulas i  leb ih  

dar i  1  (sa tu )  obyek  putusan  pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  o leh  karena  

i t u  menyalah i  hukum  acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Para  Penggugat  t i dak  mempunyai  kua l i f i k a s i  untuk  mengajukan  

gugatan ,  karena  anta ra  Penggugat  yang  satu  dengan  la i nnya  t i dak  satu  

kata  ;  

3. Mengenai  dalua rsa / t enggang  waktu  penga juan  gugatan  sesua i  Pasal  55  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ;  

Menimbang,  bahwa  demik ian  pu la  atas  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  p ihak  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  menyampaikan  jawabannya  

te r t angga l  24  Maret  2010  d ipers i dangan ,  memuat  ekseps i  yang  pada  

pokoknya  anta ra  la i n ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengenai  dalua rsa / t enggang  waktu  penga juan  gugatan  sesua i  

pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;  

2. Bahwa   gugatan     Para   Penggugat   t i dak    bera lasan ,  

karena   obyek    yang

      d ipe rmasa lahkan  …….

-  38 -

48
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dipermasa lahkan  Para  Penggugat  ada lah  sengke ta  menyangku t  

kepemi l i k an ,  dengan  dasar  bahwa Para  Penggugat  mempunyai  tanah  hak  

ulaya t  dengan  d ihubungkan  kepada  at as  hak  Tergugat  I I  In te r vens i  

yang  berasa l  dar i  Sura t  Iz i n  Per tambangan  yang  d ike lua r kan  oleh  

Bupat i  Bombana,  maka Para  Penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  Perda ta  

ke  Pengadi l an  Neger i  yang  

berwenang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa atas  jawaban  Terguga t ,  Para  Penggugat  te l ah  

menyampaikan  tanggapan  da lam  Repl i knya  te r t angga l  24  Maret  2010  yang  

pada  pokoknya  menolak  dal i l - da l i l  jawaban  

Terguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa atas  jawaban  Terguga t  I I  In te r vens i ,  Para  

Penggugat  te l ah  menyampaikan  tanggapan  dalam  Repl i knya  te r t angga l  7 

Apr i l  2010  yang  pada  pokoknya  menolak  da l i l - da l i l  jawaban  dan  ekseps i  

Terguga t  I I  In te r vens i  ;  - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa sete lah  mencermat i  dan  mempela ja r i  dengan  

seksama dar i  dal i l - da l i l  Terguga t  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  te rhadap  

gugatan  Para  Penggugat  ser ta  bantahan  Para  Penggugat  te rhadap  dal i l -

da l i l  te rsebu t ,  dengan  memperhat i kan  fak ta - fak ta  hukum dan  ala t - ala t  

bukt i  te r t u l i s ,  Maje l i s  hak im  akan  mempert imbangkan  ekseps i  Tergugat  

dan  Terguga t  I I  In te r vens i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  ke- 1  (sa tu )  Terguga t  

ten tang  gugatan  yang  d ia jukan  secara  kumulas i  leb i h  dar i  1  (sa tu )  

obyek  sengketa  seh ingga  menyalah i  Hukum Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  maka  Maje l i s  akan  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa di  dalam Hukum Acara  Perad i l an  Tata  Usaha 
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Negara  t i dak  ada  keten tuan  bahwa  dalam  1  (sa tu )  Gugatan  hanya  dapat  

dia jukan  1  (sa tu )  obyek  gugatan ,  mela inkan  Penggugat  dapat  mengajukan  

satu  obyek  gugatan  atau  leb ih  secara  kumulas i ,  asa lkan  subyeknya  sama 

dan  obyeknya  sa l i ng  berka i t an ,  seh ingga  cukup  d imasukkan  dalam  1  

(sa tu )  gugatan ,  t i dak  d ip i sah  (sp l i t s i n g )  da lam  dua  gugatan ,  yang  

te rpen t i ng  gugatan  a quo te rsebu t  te lah  memenuhi  syara t  fo rma l  gugatan  

sebaga imana  keten tuan  pasa l  56  ayat  (1 )  dan  (2 )  Undang- undang  nomor  5  

tahun  1986 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  te lah  

memenuhi  

   syara t  . . . . . .

.

-  39 -

syara t  fo rma l  gugatan  seh ingga  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  t i dak  

bera lasan  hukum  dan  o leh  karenanya  harus lah  d i to l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  mengenai  ekseps i  ke- 2  (dua)  Terguga t  

ten tang  “bahwa  Para  Penggugat  t i dak  mempunyai  kua l i f i k a s i  untuk  

mengajukan  gugatan ,  karena  anta ra  Penggugat  yang  satu  dengan  la innya  

t i dak  satu  kata ” ,  dan  ekseps i  ke- 2  Tergugat  I I  In te r vens i  ten tang  

“ bahwa  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  bera lasan ,  karena  obyek  yang  

dipermasa lahkan  Para  Penggugat  ada lah  sengke ta  menyangkut  kepemi l i k an ,  

dengan  dasar  bahwa  Para  Penggugat  mempunyai  tanah  hak  u laya t  dengan  

dihubungkan  kepada  at as  hak  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  berasa l  dar i  

Sura t  Iz i n  Per tambangan  yang  d ike lua r kan  o leh  Bupat i  Bombana,  maka 

Para  Penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  Perdata  ke  Pengadi l an  Neger i  

yang  berwenang” ,  maka  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  mengenai  ekseps i  te rsebu t  masih  per l u  

dibuk t i k an  dalam  proses  pers idangan  dan  merupakan  ekseps i  la i n - la i n  

yang  te lah  memasuki  pokok  perkara ,  sebaga imana  d i t en tukan  dalam pasa l  
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77  ayat  (3 )  Undang- undang  nomor  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  yang  menyebutkan  bahwa ekseps i  la i n  yang  t i dak  mengenai  

kewenangan  pengad i l an  maka  d ipu tus  bersama  pokok  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa ekseps i  ke- 2 (dua)  Tergugat  dan Terguga t  I I  

In te r vens i  te rsebu t  adalah  merupakan  ekseps i  la i n - la i n  dan  sudah  

memasuki  pokok  perkara ,  o leh  karena  i t u  akan  d iper t imbangkan  d ida lam  

pokok  perkara ,  dengan  demik ian  ekseps i  te rsebu t  adalah  t i dak  bera lasan  

hukum  dan  harus lah  di to l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa mengenai  ekseps i  ke- 3  ( t i ga )  Terguga t  dan  

ekseps i  ke- 1  Terguga t  I I  In te r vens i  ten tang  da luarsa / t enggang  waktu  

penga juan  gugatan  sesua i  pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  menurut  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  

Nomor  2 Tahun  1991  but i r  ke- 3 menyatakan  bahwa bagi  mereka  yang  t i dak  

di tu j u  o leh  Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  te tap i  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan ,    tenggang   waktu   sebaga imana   d imaksud  

Pasa l  55 Undang- Undang 

      No.  5  Tahun 

1986 . . . . . . .

-  40 -

No.  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  te lah  

diubah  dengan  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang   No.  5  Tahun  1986  dan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  

Tentang  Perubahan   Kedua  atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  d ih i t ung  secara  kasu is t i s  yakn i  se jak  

saat  kapan  pihak  ke- 3  te rsebu t  mengetahu i  dan  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  o leh  te rb i t n ya  Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara   yang  
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bersangku tan  atau  se jak  kapan  Para  Penggugat  mengetahu i  adanya  

keputusan  te rsebu t  secara  resmi  menuru t  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa se la i n  i t u  menuru t  Yur i sp rudens i  Mahkamah 

Agung  da lam  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Regis te r  Nomor  5  K/TUN/1992,  

tangga l  21  Januar i  1993,  d inya takan  bahwa  Penggugat  yang  t i dak  

mener ima  atau  t i dak  mengetahu i  akan   adanya  Keputusan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  merug ikan  kepent i ngannya  dan  baru  

mengetahu i  kemudian  sete lah  jangka  waktu  te rsebu t  dalam  Pasal  55  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  te l ah  di l ampau i ,  masih  dapat  

mengajukan  gugatan  d i  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  dalam  waktu  90 

har i ,  te rh i t ung  se jak  Penggugat  mengetahu i  akan  adanya  keputusan  yang  

merug ikan  kepent i ngan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa dalam s is t em  pembukt i an  d i  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ada lah  bukan  sa ja  berdasarkan  pada  kebenaran  fo rma l  

semata ,  akan  te tap i  berusaha  untuk  menemukan  kebenaran  mater i l  (v i de  

pen je lasan  dar i  Pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  junc to  

Undang- Undang Nomor  9 Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Undang- Undang No.  5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jo.  Undang- Undang  No.  

51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan   Kedua  Undang- Undang  No.  5 Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa te rhadap  kedua  obyek  sengke ta  a  quo,  Para  

Penggugat  bukan lah  pihak  yang  d i tu j u  langsung ,  maka  bagi  p ihak  yang  

t i dak  d i t u j u  langsung  in  casu  Para  Penggugat ,  tenggang  waktu  untuk  

mengajukan  gugatan  harus  d ih i t ung  secara  kasu is t i s  ya i t u  se jak  Para  

Penggugat  te rsebu t  mengetahu i  dan  merasa  d i rug i kan  dengan  

di te rb i t k annya  obyek  sengke ta  in  l i t i s  ;

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  meru juk  pada  in t i s a r i  
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ka idah  hukum Sura t   Edaran    Mahkamah   Agung    nomor   :   2   tahun  

1991  dan  Jur i sp rudens i

      Mahkamah . . . . . . .

-  41 -

Mahkamah  Agung  da lam  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Regis te r  Nomor  5 

K/TUN/1992,  tangga l  21  Januar i  1993  te rsebu t  d ia tas ,  d ihubungkan  

dengan  dal i l  Para  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa  baru  mengetahu i  

adanya  obyek  sengke ta  in  l i t i s  pada  saat  kuasa  Para  Penggugat  menemui  

Kepala  Dinas  Per tambangan  Kabupaten  Bombana  meminta  data  sehubungan  

dengan  keg ia tan  PT.  Panca  Logam Nusanta ra  dan  PT.  Anugrah  Alam Buana  

Indones ia ,  d imana  Para  Penggugat  hanya  d iber i kan  cata tan  Nomor  Surat  

Keputusan  Pencadangan  dan  Eksp lo ras i ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

bahwa penghi t ungan  tenggang  waktu  dalam sengke ta  a quo d ih i t ung  secara  

kasu is t i s  ya i t u  se jak  Para  Penggugat  mengetahu i  obyek  sengke ta  pada  

tangga l  07  Januar i  2010  (v i de  bukt i  P- 11)  sedangkan  gugatan  

dida f t a r kan  di  kepan i t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Kendar i  pada  

tangga l  12  Januar i  2010,  maka penga juan  gugatan  masih  da lam  tenggang  

waktu  90 (sembi l an  puluh)  har i  sesua i  keten tuan  pasa l  55 Undang- undang  

nomor  5 tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  seh ingga  dal i l  

Terguga t  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  yang  menyatakan  gugatan  Para  

Penggugat  te l ah  lewat  waktu ,  bera lasan  hukum  untuk  d inya takan  

di to l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  berdasarkan  se lu ruh  a lasan  per t imbangan  

yang  te lah  diu ra i kan  d ia tas ,  o leh  karena  ekseps i  te rguga t  dan  Terguga t  

I I  In te r vens i  t i dak  bera lasan  hukum,  maka harus lah  d inya takan  d i to l a k  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  pihak  Para  Penggugat  mendal i l k an  p ihak  

Terguga t  dalam  menerb i t kan  obyek  sengke ta  a  quo  ber ten tangan  dengan  
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Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  

(AAUPB); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  alasan  te rsebu t  te lah  d iban tah  oleh  

Terguga t  dalam  jawabannya  te r t angga l  10  Maret  2010,  yang  menyatakan  

bahwa  obyek  sengketa  a  quo  te lah  sesua i  dengan  atu ran  Perundang-

undangan  yang  ber laku  ser ta  t i dak  ber ten tangan  dengan  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  (AAUPB)  ;  - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa atas  dal i l - da l i l  Para  Penggugat  te rsebu t ,  

Terguga t  I I  In te r vens i  juga  te lah  mengajukan  bantahan  dalam jawabannya  

te r t angga l  24  Maret   2010    yang   pada    pokoknya   menyatakan  bahwa 

Sura t  Keputusan  a quo 

      Yang . . . . .

.
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yang  d i te rb i t k an  o leh  Terguga t  adalah  sah  secara  hukum karena  te lah  

sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  Asas- asas  

Umum Pemer in t ahan  yang  Baik  (AAUPB),  dimana  se la i n  mendapai  iz i n  dar i  

Pemer in tah  Kabupaten  Bombana,  juga  te l ah  mendapat  perse tu j uan  dar i  

ah l i  war i s  ke lua rga  I  Pimpie  berdasarkan  per j an j i a n  bag i  has i l  dengan  

Terguga t  I I  In te r vens i  (v i de  Bukt i  P-

12)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- - - - - - - Menimbang,  bahwa dar i  proses  pers idangan  mula i  dar i  gugatan ,  

jawaban,  rep l i k  dan  dupl i k  ( j awab- j i nawab) ,  juga  mencermat i  dengan  

seksama  bukt i - buk t i  te r t u l i s  dan  kete rangan  saks i - saks i  yang  te lah  

dia jukan  d i  pers idangan  oleh  para  p ihak ,  maka  Maje l i s  Hakim  

mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim  menguj i  keabsahan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  obyek  sengke ta  te rsebu t  baik  dar i  seg i  

kewenangan,  prosedura l  maupun  substans i nya ,  dipandang  per lu  te r l eb i h  

dahu lu  untuk  menguj i  apakah  Para  Penggugat  mempunya i  kepent i ngan  untuk  

menggugat  dalam Sengketa  Tata  Usaha Negara  in i  sebaga imana  disya ra t kan  

da lam  Pasa l  53  ayat  (  1  )  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  yang  buny inya  ya i t u  “o rang  atau  badan  hukum perda ta  yang  

merasa  kepent i ngannya  d i rug i kan  o leh  suatu  keputusan  ta ta  usaha  negara  

dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  pengad i l an  yang  berwenang  

yang  ber i s i  tun tu tan  agar  keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  

disengke takan  i t u  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dengan  atau  tanpa  

dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  atau  

rehab i l i t a s i ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  yang  d i tu l i s  o leh  Indrohar t o ,  

penger t i a n  “kepen t i ngan ”  i t u  mengandung  ar t i ,  

ya i t u : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Kepent i ngan  yang  menunjuk  kepada  ni l a i  yang  harus  

d i l i n dung i  o leh  hukum  dan ;

2. Kepent i ngan  berproses  ar t i n ya  apa  yang  hendak  dicapa i  

dengan  melakukan  suatu  proses  gugatan  yang  bersangku tan .  

( Ind roha r t o ,  SH.  Usaha  Memahami  Undang- Undang  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Buku  I I ,  Beracara  di  PTUN,  

hal .37 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  dalam  Hukum Acara  pada  umumnya,  t i dak  

te rkecua l i  Hukum   Acara    d i   Perad i l an   Tata  Usaha   Negara  bahwa 

sa lah  satu  unsur  yang

  sangat  ……
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sangat  pent i ng  dan  harus  d iperha t i k an  adalah  adanya  “kepen t i ngan ”  

( In t e res t / l e ga l  stand ing )  untuk  mengajukan  gugatan  yang  ada  pada  d i r i  
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Para  Penggugat .  Kepent i ngan  d is i n i  harus lah  cukup  dan  layak  ser ta  

mempunya i  dasar  hukum,  seh ingga  karenanya  da lam  teor i  hukum  acara  

dikena l  adanya  adag ium  yang  berbuny i  :  “Po in t  d ’ i n t e re t ,  poin t  

d’ac t i on  yang  ar t i n ya  t i ada  kepent i ngan ,  maka  t i ada  

gugatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- - - - - - - Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  adalah  Pengurus  Lembaga Adat  

Moronene  eks .  Kera jaan  Rumbia  (LAMKER)  dahu lu  Kabupaten  Buton ,  

sekarang  Kabupaten   Bombana   (V ide  Vukt i  P- 3,  P4,  dan  P-

20)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  dal i l  gugatan  Para  Penggugat  

ada lah  sebaga i  pemi l i k  sah  dan  menguasa i  tanah  hak  ulaya t  sesua i  

dengan  Surat  Kuasa  dar i  Pember i  Kuasa  Hj .  Rol ina  Emy I  Pimpie  ( i s t r i  

a lm.  H.  I  Pimpie )  ke  Pener ima  Kuasa  Johanes  Powatu ,  untuk  mengurus ,  

mengelo lah ,  dan  menjaga  tanah  u laya t /wa r i s an  mi l i k  ke lua rga  

ra ja /moko le  V  yang  te r l e t a k  Desa  Wumbubangka  (V ide  Bukt i  P- 19)  

(sebaga imana  sura t  kete rangan  war isan   te r l amp i r  Reg.  Nomor  593/07  dan  

Reg.  Nomor  593/17  te r t angga l  17  Apr i l  1989,  se luas  40.000  Ha yang  

te r l e t a k  kese lu ruhannya   te r l e t a k   dahu lu  d iw i l a yah  kera jaan  Rumbia  

sekarang  Kabupaten   Bombana,  yang  te lah  mengalami  pemekaran  sekarang  

menjad i  Kecamatan  Lanta r i  Jaya,  Kecamatan  Rarowatu ,  dan  Kecamatan  

Rarowatu  Utara ,  te rmasuk  Kolongko  Ea,  Kalaero ,  Lausu,  La  Babu,  Dawi-

dawi ,  Mol i - mol i ,  Langkowala  se luas  kurang  leb ih  40.000  Ha,  yang  se jak  

dahu lu  ka la  di t anda i  dengan  batas - batas  a lam  ya i t u  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - -  

- Sebelah  Utara  :  dengan Sungai  Lausu/  Batas  PPA ;

- Sebelah  Timur  :  dengan Sungai  Langkowala /  batas  SP IX  ;

- Sebelah  Sela tan  :  dengan  Sungai  Langkowala /  batas  SP IV  ;

- Sebelah  Bara t  :  dengan  Sungai  Poleang /  batas  SP V (V ide  

Bukt i  P- 6 )  ; - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se la i n  bukt i - bukt i  sura t  te rsebu t  da lam duduknya  

sengke ta  d ia tas  Para  Penggugat  juga  mengajukan  3  ( t i ga )  orang  saks i  

yang  te lah  member ikan  kete rangan  d ibawah  sumpah  dan  te lah  te rca ta t  

da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  merupakan  bag ian  yang  tak  
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te rp i sahkan  dengan  Putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Lembaga  Adat  Moronene  Kera jaan  Rumbia  (LAMKER) 

ada lah     merupakan     sa lah     satu        dar i     lembaga  

organ i sas i  

  

Kemasyaraka tan  ……
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kemasyaraka tan  yang  berada  d i  Kelu rahan  Taubonto ,  Kecamatan  Rarowatu ,  

Kabupaten  Bombana,  yang  d ike tua i  o leh  Yohanis  Powatu  (Penggugat - 1) ,  

sekre ta r i s nya  ada lah  Suki rman  (Penggugat - 2) ,  sedangkan  Ketua  

Pel i ndung /penaseha tnya  adalah  H.  R.  Emy  Powatu  (Penggugat -

3)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  tu juan  dar i  pend i r i an  LAMKER te rsebu t  

ada lah  untuk  menyelamatkan  kebh inekaan  budaya  war isan  le l uhu r ,  untuk  

mengant i s i pas i  sega la  bentuk  pengh inaan  harka t  dan  martaba t  bangsa  

dar i  negara  lua r .  Sesua i  dengan  is i  sura t  tanda  te r ima  pember i t ahuan  

keberadaan  organ i sas i  (STTPKO)  No.  Inven tas i  :  210/109 /Kesbang/2009  

te r t angga l  19  November  2009  oleh  Badan  Kesbang  Pol i t i k  dan  Linmas  

Kabupaten  Bombana (v ide  Bukt i  P- 3 = T- 3)  ; - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  LAMKER te rda f t a r  pada  Forum  Si l a t a rahmi  

Kera ton  Se-  Nusanta ra  (FSKN)  te r t angga l  9  Oktober  2009,  untuk  menjad i  

mi t ra  ker j a  Pemer in t ah  Daerah  da lam  pelaksanaan  Program  Peles ta r i a n  

dan  Pengembangan  Budaya  Daerah  (v i de  Bukt i  T-

4)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  Surat  Kuasa  yang  d ibua t  dan  

di tanda tangan i  oleh  Hj .  Rol ina  Emy ( i s t r i  Alm.  H.  Pimpie )  (d /h . i .  

Penggugat  3)  se laku  pihak  pember i  kuasa  dengan  Johanes  Powatu  se laku  
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pihak  pener ima  kuasa  yang  is i nya  member ikan  kuasa  kepada  p ihak  kedua  

untuk  mengurus ,  mengelo lah  dan  menjaga  tanah  u laya t /wa r i san  mi l i k  

ke lua rga  ra ja /Moko le  V  yang  te r l e t a k  di  Desa  Wumbubangka  te rhadap  

bukt i  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  pendapat  bahwa  sura t  kuasa  d imaksud  

is i n ya  t i dak  sama  dengan  penger t i an  pember ian /penga l i h an  hak  dalam 

bentuk  war isan  ataupun  h ibah  karena  bentuk  ha l  seper t i  in i  ada  ta ta  

caranya  dan  d ia tu r  dalam  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

dihadapan  pejaba t  yang  berwenang  (da lam  ha l  sura t  kuasa  yang  bermaksud  

dengan  tu juan  penga l i han  hak  atas  tanah  kepada  p ihak  la i n  t i dak  

diperbo l ehkan  o leh  Ins t r u ks i  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  14/1982) ,  

seh ingga  o leh  karenanya  sura t  bukt i  te rsebu t  t i dak  mempunya i  kekuatan  

hukum  dan  patu t  d ikesampingkan  (v ide  Bukt i  P-

19)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  Surat  Keterangan  Kewar isan  

yang  dibua t  H.  I  Pimpe,  yang  menerangkan  bahwa  tanah  te rsebu t  

merupakan  war isannya  seh ingga  dengan  demik ian  hak- hak  atas  tanah  

te rsebu t  akan  bera l i h  kepada  para  ahl i  war i snya ,  yang  te rd i r i  atas  :

1.  Hj .  R.  Emi  I  

Pimpie  . . . . . . .

-  45 -

1. Hj .  R.  Emi  I  Pimpie  a l i as  Hj .  Emy R.  Powatu(  i s t r i  a lm.  Raja  I  

Pimpie )  ;

2. Haj jah  Rose  Pimpie ,  S.Sos. ,  M.Si  ;

3. Ar i f  Dajaya  Pimpie  ;

4. Ast i n  Pimpie  ;

5. Hj .  Bet t y  Mar l i na ,  Bsc ;

6. Hj .  Sumiar t i  Pimpie  ;

7. Al f i an  Pimpie

8. Harn ia t i  Pimpie ,  SE

9. Muhammad`Syukur  Pimpie  (V ide  Bukt i  T-  6 = T I I  In t v -  8)

- - - - - - - Menimbang,  bahwa dika i t k an  dengan  Bukt i  P- 6 = Bukt i  T- 6 dan  

T  I I  In t v - 8,  maje l i s  hak im  berpendapa t  bahwa  tanah  war i san  mi l i k  I  
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Pimpie  akan  bera l i h  secara  otomat i s  kepada  para  ah l i  war isnya  seh ingga  

sega la  bentuk  penyerahan  mela lu i  kuasa  yang  diber i kan  o leh  sa lah  satu  

ah l i  war i s  kepada  pihak  la i n  t i dak  sah  apab i l a  t i dak  mendapat  

perse tu j uan  dar i  pada ahl i  war i s  la i nnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  Bukt i  P- 19  ten tang  sura t  kuasa  yang  

diber i kan  o leh  Hj .  Rol i na  Emy Powatu  kepada  Yohanis  Powatu ,  Maje l i s  

hak im  berpendapa t  bahwa sura t  kuasa  te rsebu t  t i dak  sah,  karena  t i dak  

mendapatkan  perse tu j uan  dar i  pada  ahl i  war is  

la i nnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  dalam  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Perda ta  

da lam Pasal  1338 :  

“Semua per jan j i a n  yang  dibua t  sesua i  dengan  undang- undang  ber laku  

sebaga i  undang- undang  bag i  mereka  yang  membuatnya .  Perse tu j uan  

i t u  t i dak  dapat  d i t a r i k  kembal i  se la i n  dengan  kesepakatan  kedua  

be lah  p ihak ,  atau  karena  a lasan- alasan  yang  di ten tukan  oleh  

undang- undang.  Perse tu j uan  harus  d i l aksanakan  dengan  i t i k ad  baik  

“  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa Penggugat - 3 dan  se lu ruh  ah l i  war is  la i nnya  

(sebaga i  Pihak  Kedua)  te lah  melakukan  Per jan j i a n  Sewa Menyewa  Tanah  

dengan  PT.  Panca  Logam Makmur  (sebaga i  Pihak  Per tama) ,  yang  te lah  pula  

di t anda tangan i  dia tas  matera i  yang  cukup  d ihadapan  Notar i s /PPAT  

Mohammad  Nurung,  SH,  M.Kn  (v ide  Bukt i  T  I I  In te r v -

15)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,    bahwa   te lah    juga   dibua t   akta  per j an j i a n  

bag i  has i l  anta ra

se lu ruh  …….

-  46 -
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se lu ruh   ahl i  war is  dar i  I  Pimpie  (sebaga i  Pihak  Per tama)  dengan  PT.  

Panca  Logam    Makmur     (  sebaga i   Pihak   Kedua  )  dimana  dalam 

per jan j i a n  bagi  has i l  

te rsebu t  merupakan  per i ka tan  perda ta  yang  mengika t  para  pembuat  

per jan j i a n  

(v i de  P- 12  =  T  I I  In t v–

11) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  dalam  kete rangan  saks i  Muhammad Nurung,  

SH.M.Kn   yang  d ihad i r kan  Tergugat  I I  In te r vens i  dibawah  sumpah  

menerangkan  bahwa  Saks i  pernah  mengeluarkan   akta  per j an j i a n  bag i  

has i l   anta ra  ah l i  war i s   I  Pimpie  dengan  PT.  Panca  Logam 

Makmur  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  dalam  kete rangan  Saks i  Are i f   Dja ja  I  

Pimpie  yang  dihad i r kan  o leh  Tergugat  I I  In te r vens i  menerangkan  bahwa 

ada  per jan j i a n  bagi  has i l  anta ra  Hj .  R.  Emy Powatu  dan  se lu ruh  ahl i  

war i s   dar i  I  Pimpie  dengan  PT.  Panca  Logam Makmur  dan  set i ap  ahl i  

war i s  mendapatkan  Rp.4 .000 .000  (empat  ju ta  rup iah )  s/d  Rp.  5.000 .000  

( l ima  ju ta  rup iah )  per  bulan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  mengaku i  secara  t i dak  

langsung  adanya  per jan j i a n  bagi  has i l  Hj .  R.  Emy Powatu  dengan  PT.  

Panca  Logam Makmur,  ha l  in i  dapat  d l i ha t  dar i  a la t  buk t i  sura t  yang  

dia jukan  o leh  Para  Penggugat  (V ide  Bukt i  P-

12)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa dengan  adanya  Per jan j i a n  Sewa Menyewa Tanah  

dan  akta  per jan j i a n  bagi  has i l  anta ra  se lu ruh  ahl i  war i s  dengan  PT.  

Panca  Logam Makmur,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  dan  berkeyak inan  bahwa 

semua  per jan j i a n  yang  di l akukan  o leh  Hj .  R.  Emy  Powatu / I  Pimpie  

(Penggugat - 3)  dan  ahl i  war is  la i nnya  berdasarkan  pada  hak  penguasaan  
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atas  tanah  war i san  H.  I  Pimpe  ser ta  akan  bera l i h  secara  otomat i s  

kepada  PT.  Panca Logam Makmur  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  te lah  melaksanakan  

Pemer iksaan  Setempat / l o kas i  pada  har i  Senin  tangga l  10  Mei  2010,  yang  

dihad i r i  o leh  p ihak  Kuasa  Terguga t ,  Kuasa  Hukum  Tergugat  I I  

In te r vens i ,  ahl i  war is  I  Pimpie  dan  beberapa  orang  dar i  tokoh  

masyaraka t ,  ser ta  t i dak  dihad i r i  o leh  Para  Penggugat  atau  Kuasa  

Hukumnya.  Walaupun  kesempatan  untuk  i t u  te lah  d iber i kan  secara  patu t  

dan  cukup  o leh  Maje l i s  Hakim,  bahkan  d i tunggu  ± 1 (sa tu )  jam di l okas i  

(obyek  sengke ta )  sebe lum  Ketua  Maje l i s  Hakim  membuka  s idang  di tempat  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,   bahwa    berdasarkan   has i l    Pemer iksaan  

Setempat  /  lokas i

te rsebu t  ……

-  47 -

te rsebu t ,  te rdapa t  fak ta  d i l okas i  ya i t u  t i dak  te rdapa t  adanya  keg ia tan  

masyaraka t ,  

dan  lokas i  te rsebu t  merupakan   hamparan  lahan  kosong  yang  d ia tasnya  

te rdapa t

pos  penjagaan  PT.Panca  Logam 

Makmur  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim  berpendapa t  dengan  demik ian  

Para  Penggugat  t i dak  dapat  membukt i kan  dal i l  gugatannya  yang  

menyatakan  bahwa  tanah  yang  menjad i  tempat  di t e rb i t k annya  obyek  

sengke ta  a quo ada lah  tanah  u laya t  yang  mana d ia tasnya  meleka t  hak- hak  

adat /u l a ya t ,  karena  t i dak  satupun  bukt i  maupun  kete rangan  saks i  yang  

membukt i kan  bahwa  tanah  te rsebu t  d igunakan  oleh  masyaraka t  untuk  

mengambi l  manfaat  sehar i - har i  yang  digunakan  secara  te rus  menerus  dan  

tu run  temurun ,  apalag i  dika i t k an  dengan  has i l  pemer i ksaan  setempat  
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sebaga imana  d iu ra i kan  d ia tas ,  dan  juga  d ika i t k an  dengan  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  5  Tahun  

1999  ten tang  Pedoman Penye lesa ian  Masalah  Hak Ulaya t  Masyaraka t  Hukum 

Adat ,  khususnya  pada Pasa l  2 ayat  (2 )  yang  menyatakan  bahwa :  

“Hak  Ulaya t  masyaraka t  hukum adat  d ianggap  masih  ada apab i l a  :

a. Terdapa t  seke lompok  orang  yang  masih  merasa  te rka i t  o leh  

ta tanan  hukum adatnya  sebaga i  warga  bersama suatu  perseku tuan  

hukum  te r t en tu ,  yang  mengaku i  dan  menerapkan  keten tuan-

keten tuan  perseku tuan  te rsebu t  dalam keh idupan  sehar i - har i .

b. Terdapa t  tanah  ulaya t  te r t en tu  yang  menjad i  l i ngkungan  h idup  

para  warga  perseku tuan  hukum te rsebu t  dan  tempatnya  mengambi l  

keper luan  h idupnya  sehar i - har i ,  dan

c. Terdapa t  ta tanan  hukum adat  mengenai  pengurusan ,  penguasaan  

dan  penggunaan  tanah  u laya t  yang  ber laku  dan d i taa t i  o leh  para  

warga  perseku tuan  hukum 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan  Pasa l  2  ayat  (2 )  te rsebu t  

dia tas  harus  secara  kumula t i f  d ipenuh i  unsur - unsurnya  untuk  menentukan  

apakah  hak  ulaya t  suatu  masyaraka t  hukum adat  masih  ada dan atau  sudah  

t i dak  ada lag i ,  ya i t u  : - - -

1. Masih  ada subyeknya

2. Masih  ada obyeknya

3. Masih  ada  hukum  adatnya  yang  berka i t an  denga  

tanah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Maka …….

-  48 -

Maka  apab i l a  sa lah  satu  sa ja  syara t  t i dak  lag i  te rpenuh i ,  bera r t i  

t i dak  dapat  lag i  d isebu t  sebaga i  hak  u laya t ,  sedangkan  sa lah  satu  

syara t  untuk  d isebu t  sebaga i  masyaraka t  hukum adat  ada lah  masih  adanya  
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penghulu  (ke tua  adat )  yang  masih  

dikena l  atau  ada  dar i  du lu  sampai  

sekarang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

- - - - - - - Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  kete rangan  yang  d isampaikan  

oleh  saks i  Ahl i  yang  bernama  Andi  Rapiudd in ,  S.sos . ,M .Hum. ,  (Kepa la  

Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Bombana)  yang  menyatakan  bahwa  “se lama  

saya  menjaba t  sebaga i  Kepa la  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Bombana,  

be lum ada  masyaraka t  yang  mengkla im  bahwa se lu ruh  wi layah  yang  ada  d i  

Kabupaten  Bombana  (ex .Kera j aan  Rumbia)  adalah  tanah  adat (u l aya t )  dan  

khususnya  d i  Rumbia  sekarang  Kabupaten  Bombana  sudah  t i dak  ada  lag i  

tanah  ulaya t  (ada t )  mela inkan  tanah  Negara ,  karena  sudah  menjad i  

Negara  Kesatuan  Republ i k  

Indones ia ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasa l  5  ayat  (1 )  dan  (2 )  

pera tu ran  te rsebu t  d ia tas  d i ten tukan  bahwa penentuan  adanya  hak  u laya t  

di l akukan  o leh  Pemer in tah  Daerah  beser ta  pakar  hukum  adat ,  dan  

dinya takan  dalam Peta  Dasar  Pendaf ta ran  tanah  dengan  membubuhkan  satu  

tanda  katogra f i ,  maka  hal  te rsebu t  juga  t i dak  dapat  d ibuk t i k an  di  

pers idangan ,  baik  mela lu i  buk t i  sura t  maupun  kete rangan  saks i - saks i  

yang  d ia jukan  o leh  Para  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  rangka ian  ura ian  te rsebu t  

dia tas ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Para  Penggugat  t i dak  

dapat  membukt i kan  bahwa  kepent i ngannya  te lah  d i rug i kan  dengan  

di te rb i t k annya  obyek  sengke ta  a 

quo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa oleh  karena  Para  Penggugat  t i dak  mempunya i  

kepent i ngan  sebaga imana  yang  d i ten tukan  dalam  Pasal  53  ayat  (1 )  

Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- undang  

Nomor   5   Tahun   1986   ten tang   Perad i l an   Tata   Usaha  Negara ,  maka 
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te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  harus  d inya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  

dan  kepadanya  d ihukum untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  da lam sengketa  

in i  yang  besarnya  akan  di ten tukan  dalam  amar  Putusan  d ibawah  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,   bahwa   mengenai   sura t - sura t   buk t i  yang  

dia jukan  o leh  para  

   p ihak  ……

-  49 -

pihak  d i  muka  pers idangan  yang  t i dak  re levan  maupun  be lum 

diper t imbangkan  da lam  per t imbangan  hukum  dia tas ,  t i dak  akan  

diper t imbangkan  lag i ,  namun  te tap  te r l amp i r  dan  merupakan  satu  

kesatuan  dengan  berkas  sengketa  in i  ;  - - - - - - -

    

- - - - - - - Menimbang,  bahwa sega la  sesua tu  yang  te r j ad i  d i  pers idangan  

te l ah  d ica ta t    d ida lam    Ber i t a   Acara   Pers idangan  yang  merupakan  

bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t  keten tuan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  9 Tahun 2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dan Undang- undang  Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- - Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ser ta  Pera tu ran  

Perundang- undangan  la i nnya  yang  

berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

M E N G A D I  L I :
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Dalam Eksepsi  :

- Menolak  Ekseps i  Terguga t  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara  :

1. Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  

di t e r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k e  Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam  sengketa  in i  se jumlah  Rp.  

8.839 .000 , -  (  Delapan  ju ta  delapan  ra tus  t i ga  puluh  

sembi l an  r i bu  rup iah  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Demik ian l ah  dipu tuskan  da lam rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  Hakim 

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Kendar i  pada  har i  Senin   tangga l  24  Mei  

2010  oleh  kami  SULARNO, S.H. ,  sebaga i  Ketua   Maje l i s  Hakim,   FIRDAUS 

MUSLIM,  S.H. ,   dan   M.  NOOR HALIM P.K,  S.H. ,  masing- masing  sebaga i  

Hakim  Anggota .  Putusan  in i  d ibacakan  dalam  pers idangan  yang  te rbuka  

untuk  umum pada  har i  RABU,  tangga l  02  JUNI  2010  o leh   Maje l i s  Hakim 

te rsebu t  d ia tas  dengan  diban tu  o leh  ,  HULUL,  S.H. ,  sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  pada Pengadi l an    Tata    Usaha   Negara    Kendar i ,   d ihad i r i  

o leh    Kuasa  Hukum  Para    Penggugat ,  dan     

     t i dak  . . . . .

. .

-  50 -

t i dak  d ihad i r i  o leh  Kuasa  Terguga t  ser ta  Kuasa  Hukum Terguga t  I I  

In te r vens i  ;  - - -
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  Hakim  Anggota ,  
Ketua  Maje l i s  Hakim,  

 

                 

                 Ttd .                                              

Ttd .

  1.  FIRDAUS  MUSLIM,  S.H. ,  
SULARNO,S.H. ,       

                  

              

       Ttd .

2. M. NOOR HALIM  P.K,  S.H. ,    

                             

Pani te ra  Penggat i

  
Ttd

      HULUL,  S.H. ,

Per inc i an  Biaya  Perkara  :
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1.  Biaya  

Pendaf ta ran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .    Rp.        30.000 , -  

2.  Biaya  Panggi l an  .……………………………………………….   Rp.      240.000 , -

3.  Matera i  . . . . . . . . . . . . . .……………………………………………….    Rp.        12.000 , -

4.  Upah Tul i s  . . .……………………………………………………   Rp.        52.000 , -

5.   Redaks i  …………………………………………………………  Rp.          5.000 , -

6.   Biaya  Pemer iksaan  

Setempat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rp.  

8.500 .000 , -  

J u m l  a h  :              Rp.  

8.839 .000 , -

    Terb i l ang  :  Delapan  ju ta  delapan  ra tus  t i ga  pu luh  sembi l an  r i bu  

rup iah  , -

.
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P  U   T  U  S  A  N

 NOMOR :    72 /B .TUN/2010 /PT.TUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
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Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Makassar  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  ta ta  usaha  negara  dalam 

t i ngka t  band ing ,  te lah  menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

sengketa  

anta ra  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. YOHANIS  POWATU (Anak  kandung  Mokale  Rumbia  FEERDINAN BAWEA 

POWATU  alm)  Ketua  Forum  Si la t u r ahmi  Kera ton  

Senusanta ra  (FSKN),  Lembaga  Adat  Moronene  Eks.  

Kera jaan  Rumbia  (LAMKER)  dahu lu  Kabupaten  Buton  

sekarang  Kabupaten  Bombana,  ber tempat  t i ngga l  d i  

j l n .  Usaha  Tani ,  Kel .  Toubonto ,  Kec.  Rarowatu  

Kabupaten  Bombana; - - -

2. SUKIRMAN,  Sekre ta r i s  Forum  Si la t u r ahmi  Kera ton  Senusanta ra  

(FSKN),  Lembaga Adat  Moronene  eks.  Kera jaan   Rumbia  

(LAMKER)  dahu lu  Kabupaten  Buton  sekarang  Kabupaten  

Bombana  ber tempat  t i ngga l  d i  j l n .  Usaha  Tani ,  Kel .  

Toubonto ,  Kec.  Rarowatu  Kabupaten  

Bombana; - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. HJ.  R.  EMY POWATU ( I s t e r i  H.  Ip imp ie )  Raja  Rumbia  V,  Anak  

Kandung  Makole  Rumbia  FERDINAN BAWEA POWATU alm)  

Ketua  Dewan  Penasehat  Forum  Si la t u r ahmi  Kera ton  

Senusanta ra  (FSKN),  Lembaga  Adat  Moronene  eks .  

Kera jaan  Rumbia  (LAMKER)  dahu lu  Kabupaten  Buton  

Sekarang  Kabupaten  Bombana,  ber tempat  t i ngga l  d i  

j l n .  Usaha  Tani ,  Kel .  Toubontu ,  Kec  Rarowatu  

Kabupaten  Bombana; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i  mereka  d iwak i l i  Kuasanya  bernama  :  

LUSMAN BUA,  SH.  ADVOKAT/LAWYER-KONSULTAN HUKUM-PENGACARA,  

ber tempat  t i ngga l  dan  berkan to r  d i  ja l an  Tera ta i  

Baypas  No.  142  B  kota  Kendar i  berdasarkan  Sura t  

Kuasa khusus  te r t angga l  23 Desember  2010 ;  - - - - - - -

                           Selan ju tnya  disebu t  sebaga i - - - - - - - -

Para   PENGGUGAT/PEMBANDING;

Disclaimer
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M E L A W A N

1.  BUPATI  BOMBANA,  Berkedudukan   di  Ja lan  Yos  Sudarso  

di  Rumbia  Kabupaten      Bombana;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam hal  in i  d iwak i l i  kuasanya  bernama :

1. N a m a :  TOMPO, SH,

Jabatan :  Kabag  Hukum  Setda  Kabupaten  

Bombana

Warga Negara       :  Indones ia

Alamat : Kompleks  Perkan to ran  Pemer in tah  

Daerah  Kab.  Bombana.  

2.   N a m a :  SALAMON, SH,  M.Si

Jabatan : Kasubag  Bantuan  Hukum Bagian  Hukum 

Setda    Kabupaten  Bombana 

Warga Negara :  Indones ia

Alamat : Kompleks  Perkan to ran  Pemer in tah  

Daerah  Kab.  Bombana

.  

3. N a m a :  KALVARIOS SYAMRUTH, SH,MH

Jabatan : Kasubag  Perundang- undangan  Bagian  

Hukum Setda  Kabupaten  Bombana

Warga Negara :  Indones ia

Alamat : Kompleks  Perkan to ran  Pemer in tah  

Daerah  Kab.  Bombana.
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4. N a m a :  I r .  CECEP TRISNAJAYADI,  M.M,

Jabatan : Kepala  Dinas  Per tambangan  dan 

Energ i  Kabupaten  Bombana

Warga Negara :  Indones ia

Alamat : Kompleks  Perkan to ran  Pemer in tah  

Daerah  Kab.  Bombana.  

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  14  Februar i  

2010  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i ; - - - - - - - - - - - - - - -

TERGUGAT /TERBANDING I  ;

2.  PT ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA,  Bera lamat  d i  j l n  RAYA PANTAI  

Indah  Kapuk  No.1  Kompleks  TOHO Blok  A No 12  Kel .  

Kamal  Muara ,  Kec Penja r i ngan  Jakar ta  Utara ,  Diwak i l i  

Oleh  Leo  Chandra  Edward ,  Warga  Negara  Indones ia  

Jabatan  Di rek tu r  PT Anugerah  Alam Buana  Indones ia ,  

bera lamat  j l n .  Raya Panta i  Indah  Kapuk  No.1  Kompleks  

TOHO Blok  A No 12 Kel .  Kamal  Muara,  Kec.  Penja r i ngan  

Jakar t a  Utara  

Dalam  Hal  in i  member ikan  Kuasa  

kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  JON MATHIAS,SH.  

2.  ISMAN NASUTION,  SH.

3.  JHONY SIBARANI,  SH

Ket iganya  warga  Negara  Indones ia ,  Peker j aan  

Advokat /Penasehat  Hukum pada  Kanto r  JON MATHIAS,  SH 

& ASSOCIATES,  bera lamat  di  ja l an  Tebet  Bara t  Dalam 

I I  nomor  4 A Jakr t a  Sela tan ,  berdasarkan  sura t  kuasa  

khusus  Nomor  :  054/JM.ASS/SK/VI / 2010 .  Tangga l  

19  Jun i  2010,  Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -  TERGUGAT I I  INTERVENSI/TERBANDING 
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I I ;

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  te rsebu t  te l ah  

membaca: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  

tangga l               22  September  2010  Nomor  :  

72/Pen/2010 /PT .TUN.MKS,  Perkara  Nomor:  

72/B .TUN/2010 /PT.TUN.Mks,  ten tang  penun jukan  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Kendar i  tangga l  02  Jun i  

2010  Nomor:  01  /G  /2010 /P .TUN- Kdi ,  beser ta  

lampi ran  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3. Membaca  berkas  perkara  dan  sura t - sura t  la i nnya  berka i t an  

dengan perkara  in i ; - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhat i kan  dan  mener ima  keadaan  mengena i  duduknya  

sengketa  in i ,  sebaga imana  te rcan tum  pada  Putusan  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Kendar i  Tangga l  02 Jun i  2010  Nomor  01/G. /2010 /PTUN-

KDI .  yang  amarnya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t ; - - - -

MENGADILI  

Dalam 

Ekseps i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak  ekseps i  Tergugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok  

Perkara : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  (N ie t  

Ontvanke l i j k e  

Verk laa rd ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  sengketa  in i  se jumlah  Rp.  8.839 .000 , -  (De lapan  

ju ta  de lapan  ra tus  t i ga  puluh  sembi l an  r i bu  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                              

Menimbang bahwa Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i  

yang  diucapkan  dalam  s idang  yang  te rbuka  untuk  pada  tangga l  02  

Jun i  2010  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum  Para  

Penggugat /Pemband ing   dan  t i dak  dihad i r i  Kuasa  Hukum 

Tergugat /Te rband ing  I  dan  Kuasa  Hukum  Tergugat  I I  

In te r vens i / Te rband ing  I I  ; - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Kuasa  Hukum  Penggugat /Pemband ing  te l ah  

mengajukan  permohonan  pemer iksaan  band ing  ke  Pengadi l an  Tingg i  

Tata  Usaha Negara  Makassar  pada tangga l  11 Jun i  2010  dengan akte  

band ing  tangga l  11 Jun i  2010,  permohonan  band ing  mana yang  te l ah  

dibe r i t a hukan  kepada  Pihak  Terguga t /Te rband ing  I  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i / Te rband ing  I I  pada  tangga l  14  Jun i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Kuasa Hukum Para  Penggugat /Pemband ing  te l ah  

menyerahkan  memor i  Banding  tangga l  12 Ju l i  2010 ,  dan  di t e r ima  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i ,  pada  tangga l  16 Ju l i  2010,  

memor i  band ing  te rsebur  te l ah  dik i rm  kepada  pihak  lawan  pada  

tangga l  19  Ju l i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat /Te rband ing  I  te lah  menyerahkan  

kont ra  memor i  band ing  tangga l  27  Agustus  2010  dan  di t e r ima  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i ,  tangga l  27 Agustus  2010  dan 

te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  pada  tangga l  27  Agustus  
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2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Terguagat  I I  In te r vens i / Te rband ing  I I  te l ah  

juga  menyerahkan  kont ra  memor i  band ing  tangga l  29  Ju l i  2010  dan 

di te r ima  di  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i ,  tangga l  30 Ju l i  

2010  dan  te lah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  pada  tangga l  30  

Ju l i  2010 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sebe lum berkas  perkara  te rsebu t  d ik i r im  ke  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Makassar ,  kepada   para  p ihak  

yang  bersengke ta  te lah  dibe r i k an  kesempatan  untuk  mempela ja r i  

berkas  (  inzage  )   sesua i  Sura t  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Kendar i  tangga l  06  Ju l i  

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i  

Nomor:  01/G. /2010 .PTUN- Kdi ,   diucapkan  pada  s idang  yang  te rbuka  

untuk  umum pada  har i  rabu  tangga l  02  Jun i  2010  dengan  d ihad i r i  

o leh  para  Kuasa Hukum  para  Penggugat /Pemband ing ,  sedangkan  Kuasa  

Hukum Tergugat /Te rband ing  I  dan Tergugat  I I  In te r vens i / Te rband ing  

I I ,  t i dak  hadi r ,  kemudian   Para  Penggugat /Pemband ing  mengajukan  

permohonan  Banding ,  tangga l  11  Jun i  2010  sebaga imana  te rsebu t  

pada  akte  permohonan  band ing  tangga l  11  Jun i  2010  yang  dibua t  

o leh  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Kendar i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarka  fak ta  hukum te rsebu t ,  permohonan  

band ing   para  Penggugat /Pemband ing  te rbuk t i  d ia j ukan  masih  da lam 

tenggang  waktu  14             (  empat  be las  )  har i  sebaga imana  

di ten tukan  pada  pasa l  123   ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor  5 Tahun  

1986  jo  Undang- undang  Nomor  51  tahun  2009,  o leh  karenanya  
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permohonan  banding  Para  Penggugat /Pemband ing  secara  fo rma l  dapat  

d i te r ima ; - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Kendar i  da lam 

sengketa  in i  te lah  memutuskan  dengan  amar  bahwa  gugatan  Para  

Penggugat /Pemband ing  t i dak  dapat  d i te r ima  dengan  alasan  /  

per t imbangan  hukum  yang  pada  pokoknya  bahwa  Para  

Penggugat /Pemband ing  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  

karena ;be rdasa rkan  keten tuan  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  5  Tahun  1999,  ten tang  

Pedoman  Penye lesa ian  Masalah  Hak  Ulaya t  Masyaraka t  Hukum Adat  

khususnya  pasa l  2 ayat  (2 )  dan pasa l  5 ayat  (1 )  dan (2) ;  te rbuk t i  

bahwa  d iw i l a yah  hukum  Kabupaten  Bombana  t i dak  ada  tanah  Hak 

Ulaya t  yang  dikuasa i  o leh  masyaraka t  hukum 

adat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maje l i s  Hakim  Banding  sete lah  menel i t i  

dengan  seksama berkas  perkara  Nomor  :  01/G/2010 / PTUN-Kdi  tangga l  

02 Jun i  2010,  yang  te rd i r i  atas  putusan ,  ber i t a  acara  Pemer iksaan  

Pers iapan ,  ber i t a  acara  Pemer iksaan  Pers idangan  dan  sura t - sura t  

la i n  yang  bersangku tan  mempero leh  fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - -

- Bahwa para  Penggugat /  Pembanding  t i dak  menguasa i  wi layah  yang  

dia tasnya  d i t e rb i t k an  obyek  sengketa  secara  tu run  temurun  

sebaga i  e lemen  pent i ng  untuk  mengenal i  masyaraka t  adat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  Bombana  t i dak  pernah  

mengaku i  adanya  tanah    Hak  Ulaya t  Masyaraka t  Hukum 

Adat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas ,  te rbuk t i  bahwa  para  Penggugat /  Pembanding  

sebaga i  Pengurus  Lembaga Adat  Moro Nene Eks Kera jaan  Rumbia  t i dak  

ada hubungan  hukum dengan   obyek  sengke ta ,  seh ingga  menuru t  hukum 

t i dak  mempunyai  kepent i ngan ,  dengan  demik ian  t i dak  mempunyai  hak  
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untuk  menggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  per t imbangan  hukum Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  t i ngka t  Per tama  diambi l  a l i h  menjad i  

per t imbangan  Hukum  Putusan  Maje l i s  Hakim  Banding  Pengadi l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar ,   dan  karena  i t u   Putusan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Kendar i  Nomor:  01/G  /2010 / PTUN-Kdi  

tangga l  02  Jun i  2010  patu t  untuk  dipe r t ahankan  dan  

dikua tkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  memor i  band ing  dar i  Para  

Penggugat /Pemband ing  te rnya ta  t i dak  memuat  ha l - ha l  yang  dapat  

melemahkan da l i l  per t imbangan  hukum putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Kendar i  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa 

oleh  karena  i t u  Para  Penggugat /Pemband ing  sebaga i  p ihak  yang  

ka lah    harus    d ihukum   membayar    b iaya     perka ra     d ikedua  

t i ngka t  pengad i l an ,  yang    d i t i ngka t     band ing     d i t e t apkan  

se jumlah     sebaga imana    te r t e r a   da lam amar  

putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t  keten tuan  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  

sebaga imana  te l ah  di rubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  

tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  pera tu ran -

pera tu ran  la i n  yang  berka i t an  dengan sengke ta  in i ; - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

- Mener ima  permohonan  band ing  dar i  Para  

Penggugat /Pemband ing  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i  Nomor:  

01/G/2010 / PTUN-Kdi ,  tangga l  02  Jun i  2010,  yang  dimohonkan  

band ing  ; - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Menghukum  Para  Penggugat /Pemband ing  untuk  membayar  biaya  

perkara   d ikedua  t i ngka t  Perad i l an ,  yang  untuk  di t i n gka t  

band ing  di te t apkan  sebesar  Rp.250.000 , -        (  Dua Ratus  l ima  

Puluh  Ribu  Rupiah)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Demik ian  dipu tuskan  dalam  rapa t  musyawarah  Maje l i s  Hakim 

Banding  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  pada  Har i  

RABU,  tangga l  20  Oktober  2010 o leh  kami  H.SUDARSO,SH Ketua  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Uasaha  Negara  Makassar  Selaku  Ketua  

Maje l i s ,  H.  ZAINUL ABIDIN  MADJID,SH dan  H.SYAMSIR ALAM,  SH.MH.  

masing- masing  se laku  Hakim  Anggota ,  Putusan  te rsebu t  d iucapkan  

dalam s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga   o leh  Maje l i s  

Hakim  te rsebu t  dengan   d iban tu  oleh  Drs .  SAMPIRIN  HADI.S .  

SH.MH. Pani te ra  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Makassar  tanpa  

dihad i r i  o leh  para  pihak  atau  Kuasa Hukumnya; - - - - - - - - - - - -

                  HAKIM ANGGOTA        KETUA MAJELIS

     

     (H.  ZAINUL ABIDIN MADJID,  SH.)          (H.  S U D A R 

S O,  SH.)

 

           (H.  SYAMSIR ALAM, SH.MH)

PANITERA

 

(Drs .  SAMPIRIN HADI S 
SH.MH)

Daftar  Per inc ian  Biaya  Perkara

No.  72/B.TUN/2010/PT.TUN Mks
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
1. Metera i……………………………………………………….. Rp.     6.000 , -

2. Redaks i………………………………………………………. Rp.     5.000 , -

3. Leges…………………………………………………………. Rp.     3.000 , -

4. Biaya  proses  penye lesa ian  perkara  ………….………..     Rp.  

236.000 , -

      J  U M L A H     

Rp.250.000 . -

  

(Dua  ra tus   l ima  pu luh  r i bu  rup iah  )
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78


